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ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuam hukum yang bertujuan
untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi
anak, khususnya bagi anak yang tealtar atau tidak memperoleh pengasuhan
yang layak. Namun dalﬂ praktiknya, pengangkatan anak tidak selalu berjalan
sebagaimana mestinya, sehingga dapat terjadi pembatalan pengangkatan anak
oleh orang L angkat. Permasalahan hukum muncul karena belum adanya
pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai mekanisme
pembatalan pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang
berakibat pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak-
hak a](.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum yang
timbul a](ibpembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat serta
mcngka"merlindu ngan hukum terhadap anak dalam perspektif hukurn)erdata
Indonesia. Met penelitian yang digunakan adalah idis normatif dengan
pendekw peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan
pengadilan.

Dariaerspektif perlindungan an@ pembatalan pengangkatan anak
seharusnya ﬁlakukan secara hati-hati dan sebaga'mpaya terak hir (ultimum
medium), dengan tetap mengutamakan keentingan dan kesejahteraan anak.
Qﬂh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif
terkait pembatalan pengangkatan anak guna menjamin kepastian hukum serta
perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak dalam sistem hukum perdata
Indonesia.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum dalam
hukum perdata yang telah lama dikenal dalam istem hukum di Indonesia.
Secara normatif, pengangkatan anak tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi
kepentingan pasangan ng belum memiliki keturunan, tetapi juga sebagai
bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak agar memperoleh kehidupan yang
layak. Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak mengakibatkan
perubahan status hukum anak, dari yang semula berada di bawah kekuasaan
orang tua kandung menjadi berada dalam kekuasaan orang tua angkat, sehingga
menimbulkan hubungan keperdataan baru antara keduanya.'

Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah diatur secara
formal melalui eraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus
melalui penetapan pengadilan agar emiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan
adanya penetapan tersebut, maka hubungan hukum antara anak dan orang tua
angkat menjadi jelas, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya,
seperti hak pemeliharaan, pendidikan, serta aspek kewarisan dalam batas
tertentu ”

Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum setelah adanya

penetapan pengangkatan anak, salah satunya adalah pembatalan penetapan

1.Ratna D. E. Sirait, Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Akibar Hukumnya Menurut Sistem
Hukum di Indonesia, , Medan, 2024, hlm. 94-95.

? Nurlina, Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan
Berlandaskan Hukum Positif Indonesia, Makassar, 2025, hlm. 3—4




pengangkatan anak oleh orang tua angkat. Pembatalan ini dapat terjadi karena
berbagai faktor, seperti ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua
angkat, perubahan kondisi ekonomi, maupun alasan psikologis dan sosial
lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, karena
menyangkut kepastian status anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak
yang seharusnya dijamin oleh hukum®

Permasalahan menjadi semakin rumit karena dalam hukum positif
Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai
mekanisme pembatalan pengangkatan anak. Hal ini menyebabkan adanya
perbedaan penafsiran di kalangan hakim dalam memutus perkara pembatalan
adopsi, sehingga menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Dalam beberapa
kasus, pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik
bagi anak, namun di sisi lain dapat menimbulkan akibat hukum berupa putusnya
hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkat serta kembalinya
status anak kepada orang tua kandung.4

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak pada dasarnya
merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa
hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan
tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga melahirn hak dan

kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu,

pengangkatan anak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa, melainkan

? Said Rizal & Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang
Tua Angkat, , Medan, 2025, hlm. 2-3.

* Kartika Nur Fajriah, Suhaidi, & Suria Ningsih, Disparitas Putusan dalam Pembatalan
Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi), Medan, 2025, hlm. 120-122.




harus memenuhi syarat dan prosedur hukum yang ketat agar tidak menimbulkan

permasalahan di kemudian hari
Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi

praktik pengangkatan anak di Indonesia. Tidak jarang pengangkatan anak
dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti melalui
perjanjian lisan atau kesepakatan informal antar keluarga. Kondisi ini semakin
memperbesar potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari, termasuk
pembatalan pengangkatan anak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.’
Dapat disimpulkan bahwa pembatalan penetapan pengangkatan anak
merupakan persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, baik dari aspek

normatif maupun praktik peradilan. Ketiadaan pengaturan yang jelas serta
adanya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan menunjukkan perlunya
kajian hukum yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum pembatalan

pengangkatan anak, serta memberikan solusi dalam rangka mewujudkan
kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak di Indonesia.’

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang telah lama

1
dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam perspektif hukum

adat maupun hukum perdata. Secara sosiologis, pengangkatan anak dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, menjaga kelangsungan keluarga,
serta memberikan kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Dalam perspektif

hukum perdata, pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak

°R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya, 2008, hlm. 210—
211.

® Marlina, Peradilan Anak di Iﬂdrmesia Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 45-46.

7 Ahmad Kamil & M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 132-134.




angkat dengan orang tua angkat yang meliputi hak dan kewajiban keperdataan,
sehingga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar

memberikan kepastian hukum®.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak tidak selalu berjalan sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Masih banyak ditemukan pengangkatan
anak yang dilakukan secara tidak resmi, seperti melalui perjanjian lisan atau
kesepakatan informal antar keluarga tanpa adanya penetapan pengadilan.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,
terutama apabila terjadi sengketa antara para pihak yang bﬁ:rkf:pf.:ntingan.9

Seiring dengan perkembangan masyarakat, muncul berbagai persoalan

12
hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, salah satunya adalah

pembatalan penetapan pengangkatan anak. Pembatalan i dapat terjadi karena
berbagai alasan, seperti adanya cacat prosedur, tidak terpenuhinya syarat
administratif, atau adanya itikad tidak baik dari pihak tertentu. Dalam hal ini,
pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus apakah
pembatalan tersebut dapat dikabulkan atau tidak "

Dalam memeriksa perkara pembatalan pengangkatan anak, hakim
seharusnya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi ak (the best
interest of the child) sebagai dasar pertimbangan utama. Prinsip ini

menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya,

baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Namun dalam praktiknya, masih

*R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya, 2008, hIm. 210-
211.

? Ahmad Kamil & M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 132-134.

10 Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 45-46.




ditemukan adanya putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
tersebut, sehingga berpotensi merugikan anak.'

Dari sudut pandang hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak
menimbulkan akibat hukum yang cukup kompleks. Pembatalan tersebut dapat
mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua
angkat, serta kemungkinan kembalinya hubungan hukum anak dengan orang tua

kandung. Selain itu, pembatalan juga berdampak pada hak-hak keperdataan
anak, seperti hak waris, perwalian, dan pf:mf:liharazm.12

Dalam hukum perdata dikenal adanya syarat sahnya suatu perbuatan
hukum, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan
sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Prinsip ini
juga berlaku dalam pengangkatan anak, sehingga apabila dalam prosesnya
terdapat pelanggaran hukum, maka pengangkatan anak tersebut berpotensi

untuk dibatalkan."
Selain itu pembatalan pengangkatan anak juga sering dikaitkan dengan

adanya wanprestasi dari orang tua angkat, seperti tidak dipenuhinya kewajiban

4

untuk memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada anak. Dalam kondisi

demikian, pembatalan dapat menjadi salah satu upaya hukum untuk melindungi
7

kepentingan anak. Namun demikian, pembatalan tersebut tetap harus melalui

"1, Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, Bandung,
2000, hlm. 156-158.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2013, hlm. 546-548.

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,
Jakarta, 2008, hlm. 72-74.




mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidak pastian
hukum."

Di sisi lain pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan
dampak sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang mengalami pembatalan
pengangkatan berpotensi mengalami trauma, ketidakstabilan emosional, serta
gangguan dalam perkembangan sosialnya. Oleh karena itu, dalam setiap proses
pembatalan pengangkatan anak, erlu dipertimbangkan secara matang dampak
yang akan ditimbulkan terhadap kondisi anak."

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya pengaturan yang
secara rinci mengenai pembatalan pengangkatan anak dalam hukum positif di
Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam praktik
peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten. Kondisi
ini menunjukkan perlunya adanya kajian hukum yang lebih mendalam
mengenai pembatalan pengangkatan anak .'®

Dalam praktik peradilan, hakim juga dihadapkan pada dilema antara
mempertahankan kepastian hukum dengan memberikan keadilan substantif bagi
anak. Dalam beberapa kasus, meskipun secara yuridis terdapat alasan untuk

membatalkan pengangkatan anak, namun dari sisi kemanusiaan dan kepentingan

anak, pembatalan tersebut justru dapat merugikan anak. Oleh karena itu,

" Sudikno Me rtokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Y ogyakarta, 2009, hlm.
56-58.

15aljipl() Rahardjo, flmu Hukum, Bandung, 2006, hlm. 78-80.

'8 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Orang dan Keluarga, Bandung,
1983, hlm. 98—-100.




diperlukan kebijaksanaan hakim dalam menyeimbangkan antara aspek hukum
dan kepentingan terbaik bagi anak."

Tidak hanya itu peran lembaga sosial dan instansi terkait juga menjadi
sangat penting dalam proses pengangkatan maupun pembatalan pengangkatan
anak. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan pengawasan serta

memberikan rekomendasi yang objektif guna memastikan bahwa setiap

2
keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan anak.

Kurangnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan

pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan

hukum. 18

Dalam konteks hukum nasional, pengangkatan anak telah diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah dan

peraturan menteri sosial. Namun demikian, pengaturan mengenai pembatalan
pengangkatan anak masih belum diatur secara komprehensif dan terperinci,
sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam praktiknya. Hal ini
mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk
menyelesaikan perkara yang dihadapilg.

1
Adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti

hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, juga turut mempengaruhi

praktik pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak. Perbedaan ini
seringkali menimbulkan konflik norma yang berdampak pada ketidakseragaman

7 Sudikno Me rtokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Y ogyakarta, 2010, hlm. 89—
91.

8 Ari f Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2004, hlm. 67-69.

¥ Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 145-147.




11
putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar

tercipta kesatuan dalam penerapan hukum terkait pengangkatan anak.”

Dari sisi perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam hal pengangkatan dan
pembatalannya. Anak sebagai kelompok yang rentan harus mendapatkan
perlindungan khusus agar tidak menjadi korban dari tindakan orang dewasa
yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan
hukum harus rorientasi pada perlindungan anak secara maksimal *'

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka
kajian mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak menjadi sangat
penting ntuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami
aspek normatif, tetapi juga untuk menganalisis praktik yang terjadi di lapangan
serta dampaknya terhadap anak. engan demikian, diharapkan dapat ditemukan
solusi yang tepat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan
perlindungan bagi anak >

Dalam praktiknya pembatalan pengangkatan anak tidak hanya
menimbulkan persoalan hukum semata, tetapi juga berdampak pada kondisi
psikologis dan sosial anak. Anak yang telah lama hidup dan beradaptasi dengan

orang tua angkatnya akan mengalami tekanan emosional apabila hubungan

tersebut diputuskan secara hukum. Oleh karena itu, aspek psikologis anak harus

2 Hilman Hadikusu ma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, dan Hukum Agama, Bandung, 2007, hlm. 112-114.

! Se tya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, Yogyakarta, 2011, hljig53-55.

* Soe rjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2014, hlm. 8-10.




menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembatalan pengangkatan
anak agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan *

Faktor sosial dan ekonomi juga turut mempengaruhi terjadinya
pembatalan pengangkatan anak. Tidak jarang pengangkatan anak dilakukan

tanpa melalui prosedur yang sah, misalnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan
atau karena alasan ekonomi semata. Hal ini berpotensi menimbulkan

permasalahan hukum di kemudian hari ketika salah satu pihak merasa

2
dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat agar setiap proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku **
Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat adanya perbedaan

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak.

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya standar yang baku dalam menangani

44
perkara tersebut. Perbedaan ini dapat berdampak pada inkonsistensi putusan

yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan. Dengan demikian, diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi
hakim dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian
mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak menjadi semakin relevan
untuk dilakukan, terutama dalam rangka memberikan kontribusi terhadap

pengembangan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembentuk undang-undang,

P R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, hlm. 45-47.

*Soe rjono Sockanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, 2002, hlm. 23—
25.

5 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm. 101-103.




aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak .*°

Peran lembaga sosial dan instansi terkait juga sangat penting dalam
proses pengangkatan maupun pembatalannya. Lembaga seperti dinas sosial
miliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta pendampingan
terhadap anak yang diangkat, guna memastikan bahwa anak tersebut
memperoleh perlindungan yang layak. Dalam hal terjadi pembatalan, lembaga
tersebut juga harus berperan aktif dalam menentukan solusi terbaik bagi anak,

termasuk kemungkinan pengasuhan alternatif. 2

Perlu adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Saat ini, pengaturan
mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai regulasi, baik am
hukum perdata, hukum adat, maupun peraturan khusus lainnya. Kondisi ini
seringkali menimbulkan tumpang tindih dan perbedaan interpretasi dalam
praktik. ch karena itu, pembentukan regulasi yang komprehensif dan
terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna menciptakan
kepastian hukum

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor
penting dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim, jaksa,
dan advokat perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum

perlindungan anak serta prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.

Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek

2 Satjipto Rahardjo, {imu Hukum, Bandungi, 2012, hlm. 210-212.
7 De partemen Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hlm.

15-18.

28 Bagir Manan, Hukum Positif Indenesia, Y ogyakarta, 2004, hlm. 67-69.
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legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap
anak.”’
Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam

menciptakan sistem pengangkatan anak yang lebih baik. Masyarakat perlu
diberikan edukasi mengenai pentingnya prosedur hukum dalam pengangkatan

anak serta konsekuensi yang dapat timbul apabila prosedur tersebut diabaikan.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik
pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diminimalisir,

sehingga potensi terjadinya pembatalan di kemudian hari juga dapat ditekan.™

Pembatalan pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum semata,
melainkan juga menyangkut aspek sosial, ikologis, dan kemanusiaan. leh
karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan rorientasi pada
ke pentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penyelesaiannya.’'

Aspek psikologis anak juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap
proses pembatalan pengangkatan anak. Anak yang telah lama hidup bersama
orang tua angkat cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat. Pembatalan
pengangkatan anak secara tiba-tiba dapat menimbulkan trauma psikologis yang
berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian anak. leh
karena itu, dalam setiap proses pembatalan, rlu dilakukan pendekatan yang

humanis dengan melibatkan ahli psikologi anak guna meminimalisir dampak

negatif yang mungkin timbul

5
* Marlina, Pemd:gn Pidana alak di Indonesia, Bandung, 2009, hlm. 55-57.
* Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2004, him. 4244,
i Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta, 2009, hIm. 89-91.
2 garlito Wirawan Sarwono, Psikelogi Remaja, Jakarta, 2011, hlm. 78-80.
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang

memperlukan penyelesaian, maka penelitian tertaraik untuk mengangkat judul

penelitian ini Problematika Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang

Tua Angkat Dalam Prespektif Perlindungan Anak Hukum Perdata Indonesa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atar belakang tersebut diatas, maka yang terjadi rumusanya:

. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembatalan pengangkatan anak

oleh orang tua angkat dalam sistem hukum Indonesia?

. Apa saja problematika hukum yang timbul akibat pembatalan

pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif hukum

perdata Indonesia?

. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan

pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan prinsip
perlindungan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembatalan
pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam sistem hukum

Indonesia.

. Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul akibat pembatalan

5
pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perspektif hukum

perdata Indonesia.
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3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat
pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat berdasarkan

prinsip perlindungan anak di Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil enelitian ini diharapkan dapat Bermenfaat untuk keperluan akeamisi
bagi para tenaga pengajar atau civitas akademika dan berguna untuk keperluan
praktis bagi penegak hukum.
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan

24
hukum keluarga, terkait dengan konsep, dasar hukum, serta akibat hukum dari

pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya
kajian mengenai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap
anak dalam sistem hukum Indonesia.
2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
referensi bagi:Hakim dalam memutus perkara pembatalan adopsi agar tetap
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Praktisi hukum (advokat, notaris, dan aparat penegak hukum) dalam memahami
prosedur dan konsekuensi hukum pembatalan pengangkatan anak.
Masyarakat, khususnya orang tua angkat, agar lebih memahami hak dan
kewajiban serta risiko hukum dari pengangkatan anak.
3. Mantaat Kebijakan (Yuridis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat

kebijakan (pemerintah dan lembaga legislatif) dalam menyusun atau

menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak dan
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pembatalannya, sehingga tercipta regulasi yang lebih jelas, adil, dan

memberikan perlindungan optimal bagi anak.

E. Kerangka Teori
1. Teori kepastian Hukum
a. Pengertian kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dapat memberikan
kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat
diprediksi sehingga masyarakat mengetahui hak dan ]r:f.:wajibannya.33

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta berupa jaminan keamanan hukum
bagi individu dari kesewenang-wenangan pf:mé:rintah.34

Dalam perspektif hukum perdata, kepastian hukum sangat penting untuk

menjamin bahwa setiap peristiwa hukum, termasuk pembatalan penetapan
pengangkatan anak, emiliki dasar hukum yang jelas serta akibat hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kepastian hukum, maka tidak
terjadi perbedaan penafsiran yang dapat merugikan para pihak, khususnya anak
sebagai pihak yang harus clilindungi.35

Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum sangat penting dalam

setiap perbuatan hukum, termasuk dalam hal pembatalan penetapan

¥ Sudikno Me rtokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Y ogyakarta, 2007, hlm.
160-162.

34 Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 27-29.

3 Satjipto Rahardjo, {imu Hukum, Bandung, 2012, hlm. 53-55.
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pengangkatan anak. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan
mengenai prosedur, syarat, serta akibat hukum dari pembatalan tersebut,
sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak,
terutama anak sebagai pihak yang harus clilinclungi.36
hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, tetapi
juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hukum serta menciptakan
keadilan dan ketertiban dalam masyarakat™
Kepastian hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal
pembatalan pengangkatan anak, tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, tidak

menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk
kepentingan pribadi yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, kepastian

hukum menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan anak .*®

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tapi juga sebagai
instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu serta sebagai sarana untuk
menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks
pembatalan pengangkatan anak, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk
menjamin bahwa setiaindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang
jelas dan tidak merugikan kepentingan anak.*

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa pembatalan pengangkatan
anak dilakukan karena adanya cacat prosedural atau pelanggaran terhadap

ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh

3 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Y ogyakarta, 2004, hlm. 67-69.
?? Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta, 2009, hlm. §9-91.
¥ Fence M. Wantu, Ide Dasar Asas Kepastian Hukum, Y ogyakarta, 2011, hlm. 80-82.

* Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta, 2009, hlm. 92-94.
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dipahami secara kaku, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan yang
berorientasi pada keadilan substantif. Artinya, meskipun secara formal terdapat
alasan untuk membatalkan pengangkatan anak, hakim tetap harus
mempertimbangkan apakah pembatalan rsebut benar-benar memberikan
manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi anak *

Kepastian hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan
terhadap pihak-pihak ang terlibat dalam proses pengangkatan anak, termasuk
orang tua kandung dan orang tua angkat. Dengan adanya aturan yang jelas,
setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum
ng mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan. Hal ini penting untuk
mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari serta memberikan rasa aman
bagi semua pihak yang terlibat."!

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan
pengangkatan anak tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga
sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.
Kepastian hukum harus diimplementasikan secara seimbang dengan prinsip
keadilan dan kemanfaatan, sehingga seti keputusan yang diambil benar-benar
mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang
harus dilindungi.*

hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam putusan pengadilan.
Putusan yang berbeda-beda terhadap kasus yang serupa dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat merujuk pada

. Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, Bandung, 2012, hlm. 60-62.
4R, Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdara, Jakarta, 2005, hlm. 52-54.
# Sudikno Me rtokusumo, Penemuan Hukum, Y ogyakarta, 2009, hlm. 60-62.
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peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang

relevan dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Dengan
demikian, tercipta keseragaman alam penerapan hukum yang pada akhirnya
memberikan kepastian bagi mas),!ara]-(at.43

berkaitan dengan perlindungan terhadap aspek psikologis anak.
Pembatalan pengangkatan anak bukan hanya persoalan hukum semata, tapi
juga menyangkut kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Perubahan
status keluarga secara tiba-tiba dapat menimbulkan trauma atau gangguan
psikologis bagi anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembatalan
pengangkatan anak, diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi
juga humanis dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau
pekerja sosial.*

Akhirnya, kepastian hukum dalam pembatalan pengangkatan anak harus
ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak secara komprehensif. Artinya,
setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mempertimbangkan berbagai
aspek ang mempengaruhi kehidupan anak, baik dari segi hukum, sosial,
maupun psikologis. Dengan adanya kepastian hukum yang didukung oleh
pendekatan yang holistik, diharapkan setiap putusan yang diambil benar-
benar memberikan manfaat yang optimal bagi anak serta menjamin terpenuhinya
hak-haknya sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh nf:gara.45

Selain aspek-aspek tersebut, kepastian hukum dalam pembatalan

pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam proses peradilan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim

* Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm. 65-67.
4 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta, 2009, hIm. 100-102.
% Fence M. Wantu, Ide Dasar Asas Kepastian Hukum, Y ogyakarta, 2011, hlm. 90-92.
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harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar para pihak memahami dasar
pertimbangan hakim serta untuk mencegah munculnya kecurigaan terhadap
adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses pe:radilan.46
Kepastian hukum juga menuntut adanya akses terhadap keadilan (access
to justice) bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak agai subjek utama
dalam perkara pengangkatan anak. Dalam hal ini, negara harus memastikan
bahwa setiap pih memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan
keberatan, pembelaan, atau upaya hukum lainnya apabila merasa dirugikan.
Dengernjkian, kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam aturan tertulis,
tetapi juga dalam praktik penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif."’
Kepastian hukum jug berfungsi sebagai sarana edukasi bagi
masyarakat mengenai pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam
pengangkatan anak. Banyak kasus pembatalan pengangkatan anak yang terjadi
karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, seperti
melakukan pengangkatan anak secara tidak resmi atau tanpa penetapan
pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga
terkait untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat
agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik .**
Dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembatalan
pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak,

“ Sudikno Me rtokusumo, Penemuan Hukum, Y ogyakarta, 2009, hlm. 70-72.
o Bagir Manan, Hukum Posi mndrmesia. Yogyakarta, 2004, hlm. 80-82.

“ Soe rjono Soekanto, Faktor-Faktor yvang Mempengaruhi Pene gakan Hukum, Jakarta,
2014, hlm. 4547,
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tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan
kepastian hukum harus terus ditingkatkan melalui pembaruan regulasi,
peningkatan kualitas aparat penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat
yang lebih baik.*

Dalam konteks pembaharuan hukum, kepastian hukum dalam
pembatalan pengangkatan anak juga menuntut adanya evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan sosial yang terjadi di
masyarakat seringkali tidak diikuti ngan perkembangan hukum yang
memadai, sehingga rnenimbulk kekosongan hukum atau ketidakjelasan
norma. Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi nting untuk
memastikan bahwa aturan mengenai pengangkatan anak, termasuk
pembatalannya rentan.’’

2. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam
ilmu hukum ng bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak
subjek kurn agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks negara
hukum, perlindungan hukum menjadi kewajiban negara untuk menjamin
terciptanya adilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara,
termasuk anak sebagai kelompok yang 2
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

* Fence M. Wantu, Ide Dasar Asas Kepastian Hukum, Y ogyakarta, 2011, hlm. 95-97.
%0 Satjipto Rahardjo, {imu Hukum, Bandung, 2012, hlm. 65-67.
51 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 54-55.
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Perlindungan hukum tidak hanya berbentuk perlindungan represif (setelah
terjadi pelanggaran), tetapi juga perlindungan preventif yang bertujuan untuk

mence gah terjadinya pelanggaran hukum.™

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi
dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventibertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa dengan rnberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan ditetapkan.
Sedangkan perlindungan hukum resif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan53.

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum terhadap anak
dalam pembatalan pengangkatan anak berkaitan dengan akibat hukum yang
ditimbulkan dari hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat.
Pembatalan pengangkatan anak dapat berdampak pada status hukum anak,
termasuk hubungan perwalian, hak waris, dan tanggung jawab pemeliharaan.
eh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa
perubahan status tersebut tidak merugikan kepentingan anak .

Teori perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak
menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-
hak anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan
melalui raturan perundang-undangan, tetapi juga melalui implementasi yang
tepat oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan

3
pengangkatan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan,

> Satjipto Rahardjo, {imu Hukum, Bandung, 2012, hlm. 53-54.
> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakvat Indonesia, 1987, hlm. 2-5.
*R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, hlm. 45-47.
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kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi anak sebagai subjek utama yang harus
dilindungi.”
Dalam perkembangan teori hukum modern, perlindungan hukum

tidak hanya dipandang sebagai upaya negara dalam menjaga ketertiban, tetapi
juga sebagai sarana untuk menjamin k asasi manusia, termasuk hak anak.
Anak sebagai subjek hukum memiliki posisi yang khusus karena
keterbatasannya secara fisik dan mental, sehingga membutuhkan perlindungan
yang lebih dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam setiap aspek
huku yang berkaitan dengan anak, termasuk pembatalan pengangkatan anak,
negara harus memberikan perhatian khusus agar hak-hak anak tetap tf.:rjamin.56

3
Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala upaya yang

dilakukan untuk menjamin adanya kepasti hukum guna memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam
konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan
pengangkatan anak harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap keputusan
yang diambil tidak bersifat diskriminatif dan tetap mengutamakan kepentingan
anak .’

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia

untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pendapat ini menegaskan bahwa

5 Sudikno Me rtokusumo, Penemuan Hukum, Y ogyakarta, 2009, hlm. 38—40.
> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, 2000, hlm. 102-104.

*" Muchsin, Perl indungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta,
2003, hlm. 14-16.
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perlindungan hukum memiliki dimensi moral yang kuat, terutama dalam

memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak ™

Perlindungan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara
hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Orang tua angkat sebagai pihak
yang mengajukan pembatalan pengangkatan anak tetap memiliki tanggung
jawab moral dan hukum terhadap anak yang pernah diasuhnya. Oleh karena itu,
pembatalan pengangkatan anak tidak serta-merta menghapus tanggung jawab
tersebut, terutama apabila pembatalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap
anak™’

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam pembatalan
pengangkatan anak menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan
berorientasi pada kepentingan anak. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas
pada aspek normatif, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan nyata
terhadap kehidupan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap kebijakan
dan keputusan hukum harus mempertimbangkan aspek adilan, kepastian, dan
kemanfaatan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak %

alam perspektif ng lebih komprehensif, teori perlindungan hukum
tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (rechtstaat) yang
menempatkan hukum bagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara.
Dalam negara hukum, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa

setiap tindakan hukum, termasuk dalam hal pembatalan pengangkatan anak,

*® Setiono, Rule of Law Supremasi Hukum, Surakarta, 2004, hlm. 20-22.
* R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, him. 50-52.
5 gudikno Me rtokusumo, Penemuan Hukum, Y ogyakarta, 2009, hlm. 4042,
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harus didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar anak sebagai
manusia.”'
Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, hukum

bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat. Perlindungan hukum dalam ini berfungsi untuk mengatur
benturan kepentingan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak individu.
Dalam konteks pembatalan pengangkatan anak, terdapat potensi benturan
kepentingan antara orang tua angkat, orang tua kandung, dan anak itu sendiri,
sehingga hukum harus hadir ntuk memberikan perlindungan yang seimbang
bagi semua pihak, dengan tetap mengutamakan kepentingan anak >

;
Teori perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan konsep hak

subjektif, yaitu hak ang dimiliki oleh individu yang dilindungi oleh hukum.
Anak sebagai subjek hukum memiliki hak subjektif yang harus dijamin
pemenuhannya, termasuk dalam situasi pembatalan pengangkatan anak. Hak-
hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan
perlindungan, serta memperoleh identitas hukum yang jelas. eh karena itu,
setiap tindakan hukum yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak-
hak tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan
pertimbangan hukum yang matang.®*

Dalam kaitannya dengan hukum perdata, perlindungan hukum terhadap
anak juga mencakup aspek hubungan keperdataan yang timbul akibat

pengangkatan anak. Pengangkatan anak menciptakan hubungan hukum antara

6l Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.
120-122.

62 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandungi, 2012, hlm. 67-69.

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 2007, hlm.
4547,
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anak dan orang tua angkat yang meliputi hak dan kewajiban tertentu, seperti
pemeliharaan, pendidikan, dan dalam beberapa hal rkaitan dengan hak waris.
Apabila terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka hubungan hukum tersebut
dapat berubah atau bahkan terputus. leh karena itu, perlindungan hukum
diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengakibatkan
kerugian bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan
kesejahteraannya.®

Perlindungan hukum juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas,
yaitu keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan tindakan yang
diambil. Dalam pembatalan pengangkatan anak, tindakan pembatalan harus
benar-benar didasarkan pada alasan yang sah dan proporsional, serta tidak
berlebihan sehingga merugikan anak. Hakim sebagai pihak yang berwenang
memutus perkara harus mampu menilai secara objektif apakah pembatalan
tersebut merupakan langkah terbaik bagi anak atau justru :~1f:bali]-:nya65

Perlindungan hukum dalam pembatalan pengangkatan anak juga
berkaitan dengan pendekatan restoratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada
pemulihan keadaan dan kesejahteraan anak. Pendekatan ini menekankan bahwa
tujuan utama dari hukum bukan hanya menghukum atau membatalkan suatu
ubungan hukum, tetapi juga memastikan bahwa anak tetap mendapatkan
perlindungan dan kehidupan yang layak setelah terjadinya pembatalan.ngan

demikian, perlindungan hukum harus mampu memberikan solusi yang tidak

hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.*®

B4R, Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdara, Jakarta, 2005, hlm. 55-57.

65 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta, 2009, hlm. 105-107.

6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu,
1987, hlm. 10-12.
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Perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan pengangkatan
anak juga menuntut adanya peran aktif negara melalui lembaga-lembaga terkait,
seperti pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Sinergi antar
lembaga ini gat penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum yang
dilakukan benar-benar memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Tanpa
adanya koordinasi yang baik, perlindungan hukum yang diberikan berpotensi
tidak efekt:ifn tidak menyentuh kepentingan anak secara langsung %’

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa teori perlindungan hukum dalam
pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu konsep yang kompleks dan

multidimensional. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan

1
aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan

psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak.eh karena itu, dalam setiap
proses pembatalan pengangkatan anak, hukum harus mampu berfungsi sebagai
alat perlindungan yang menyeluruh, yang tidak hanya emberikan kepastian
hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi anak sebagai
pihak yang paling rentan.®®
3.Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hukum
perdata Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

11
5 Soc rjono Soekanto, Fahor-gl’cmr vang Mempengaruhi Pene gakan Hukum, Jakarta,
2014, hlm. 60-62.
68 Fence M. Wantu, Ide Dasar Asas Kepastian Hukum, Yogyakarta, 2011, hlm. 100-102.
5 Sube kti, Hukum Perjanjian, Jakarta, 2005, hlm. 1.
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Dalam praktik kehidupan masyarakat, perjanjian lisan sering terjadi
karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Misalnya dalam hubunga
kekeluargaan atau kepercayaan, termasuk lam konteks penyerahan anak
secara informal dari orang tua biologis kepada pihak lain. Meskipun demikian,
perjanjian semacam ini tetap memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi
unsur-unsur perjanjianm.

Di samping asas kebebasan berkontrak, terdapat pula asas
konsensualisme yang menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak
tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas

tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan

bahwa pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem yang
sederhana dan fleksibel, sehingga perjanjian lisan pun dapat emiliki kekuatan
mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian.”

Namun demikian, dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak
tidak lagi bersifat mutlak. Negara melalui raturan perundang-undangan
memberikan pembatasan demi melindungi kepentingan umum, ketertiban, dan
kesusilaan. Oleh karena itu, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, an ketertiban umum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1337 KUH Perdata.”

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya dilihat

R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, 1999, hlm. 49.
n Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, 2005, hlm. 15.
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2
sebagai perbuatan hukum, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang mengikat

para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati.”

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu
ubungan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau
lebih yang menimbulkan akibat hukum. Kesepakatan tersebut menjadi dasar
utama lahirnya perikatan, sehingga tanpa adanya persetujuan, maka tidak akan
lahir suatu perjanjian yang sah.”

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak (adopsi), meskipun pada
dasarnya adopsi bukan semata-mata perjanjian, namun terdapat unsur
kesepakatan dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena
itu, prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian tetap relevan digunakan sebagai
dasar analisis, terutama dalam hal pembatalan penetapan adopsi apabila terdapat
cacat hukum dalam prosesnya.™

Dalam teori perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme yang
menyatakan bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan
antara para pihak tanpa memerlukan formalitas tertentu. Menurut Subekti, asas
ini menegaskan bahwa inti dari perjanjian terletak pada adanya persesuaian
kehendak para pihak. Oleh karena itu, kesepakatan menjadi unsur yang sangat
menentukan dalam sah atau tidaknya suatu hubungan hukum.”

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak (adopsi), asas

konsensualisme tersebut menunjukkan bahwa meskipun adopsi harus melalui

penetapan pengadilan, tetap terdapat unsur persetujuan dari pihak-pihak yang

" R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, hlm. 1.
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung2009, hlm. 224.
’* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman terkait pengangkatan
anak jakarta, 2001 hlm. 45.
5 Sube kti, Hukum Perjanjian, Jakarta, 2005, hlm. 20.
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terlibat, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat. Abdulkadir
Muhammad menyatakan bahwa kesepakatan merupakan dasar lahirnya
hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para piha]-:.?6

Lebih lanjut, teori perjanjian juga mengenal adanya asas itikad baik
(good faith) yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan
jujur dan tidak merugikan pihak lain. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas
itikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanji, tetapi juga
sejak tahap perundingan hingga berakhirnya perjanjian.”

Dalam konteks adopsi, asas ini menjadi penting untuk menjamin bahwa
pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak,
bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum Selanjutnya, apabila
dalam proses pengangkatan anak ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas
itikad baik atau adanya cacat kehendak seperti penipuan, paksaan, atau
kekhilafan, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan
pembatalan penetapan adopsi. Salim H.S. menjelaskan bahwa cacat kehendak
merupakan salah satu alasan yang sah untuk membatalkan suatu perjanjian
karena mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas.”™

Dengan demikian, penerapan teori perjanjian dalam pembatalan
pengangkatan anak menunjukkan bahwa meskipun adopsi bukan semata-mata

perjanjian, namun prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian tetap relevan

digunakan sebagai dasar analisis. Hal ini terutama berkaitan dengan keberadaan

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225.

7 Mariam Darus Bad rulzaman, KUH Perdara Buku Il Hukum Perikatan, Bandung, 2001,
hlm. 90.

" Salim H.S, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakart, 2013, hlm. 36.
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kesepakatan, itikad baik, serta kemungkinan adanya cacat kehendak yang dapat
mempengaruhi keabsahan hubungan hukum tersebut’

F. Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian secara lebih baik dan terarah, dilakukan
sesuai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat
10
dan relevan guna menjawab pokok permasalahan. Adapun metode y.ang diguna

dalam penelitian ini.
1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu

suatuProses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum,

maupundokrin-dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
penelitian hukumnormatif menurut poter Mahmud marzuki adalah suatu

tahapan untukmenelusuri ketentuan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang
digunakanuntuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul . menurut
soerjonosoekanto dan srimamuji penelitian hukum normatif sering disebut juga

sebagaipenelitian hukum kepustakaan,dan soerjono soekanto dan sri mamuji

memberikan pengertian penelitian hukum normative adalah penelitian

2
hukumyang dilakukan dengan cara peneliti bahan pustaka atau data sekeder

belaka.™

2. Data dan Sumber Data
Dalam Penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah

data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

1
a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini

MR, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, 2008, hlm. 52.
80 Pater Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, jakarta kencana 2010.hlm 35.
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adalah Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-ndang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, serta raturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan
normatif dalam penelitian ini.

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk
menambah/memperkuat dan emberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer yaitu: buku-buku literatur, Jurnal/ilmiah Skripsi, tesis dan yang
berk ait dengan objek penelitian.

31
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi

untuk memberikan pemberian penjelasan terhadap hukuprimer dan bahan
hukum sekunder, bahan hukum tertier antara lain kamus/ bahasa ensik
loedi,dan lain lain.
4. Analisis Data
Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Penelitian Hukum
normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif, Analisis secara kualitatif
merupakan analisis dengan cara mendifsrifsikan /menggambarkan, kemudian
membandingkan antara data dengan tentuan peraturan perundang-undangan
atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan

data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarian kesimpulan dapat

menggunakan induktif/deduktif.
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BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Pengangkatan  anak merupakan suatu perbuatan  hukum
yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua
kandung atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat,
sehingga timbul hubungan hukum yang baru antara anak dan orang tua angkat
sebut. Dalam hukum perdata, pengangkatan anak tidak hanya menyangkut
aspek sosial, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan
anak, termasuk hubungan kekeluargaan dan hak waris *!

Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum memiliki pengertian
yang berbeda dengan sekadar memelihara atau mengasuh anak. Dalam onteks
hukum, pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan
ditetapkan oleh pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak

angkat maupun orang tua angkat. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi merupakan
tindakan hukum formal yang diakui oleh nf.:gara.82

Pengangkatan anak juga dipandang sebagai upaya perlindungan anak, yaitu
untuk menjamin sejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik. Dalam
perkembangannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk

melanjutkan keturunan, tetapi lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi

anak (the best interest of the child) ¥

81 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, 2012, hlm. 15.

 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 23.

8 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Bandung, 2011, hlm. 10.
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Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan

hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas dan harus dilakukan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-

undang, peraturan pemerintah, maupun praktik peradilan, demi menjamin
kepastian kum dan perlindungan terhadap anak **

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak juga diatur
secara lebih teknis dalam raturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur syarat, tata cara, serta
mekanisme pengangkatan anak yang harus melalui lembaga yang berwenang
dan penetapan pengadilan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pengangkatan
anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak
memutuskan hubungan darah dengan orang tua ]r:anc:lungnya.85

Pengangkatan anak juga rkaitan erat dengan hukum keluarga dalam
Kitab ndang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun KUHPerdata
tidak mengatur secara rinci mengenai adopsi. Namun, prinsip-prinsip umum
mengenai hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban antara orang tua
dan anak, tetap menjadi dasar lam menentukan akibat hukum dari

pengangkatan anak , khususnya dalam hal pemeliharaan dan pewarisan.*
Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing
daerah. Dalam beberapa sistem hukum adat, pengangkatan anak dapat

mengakibatkan putusnya hubungan dengan orang tua kandung dan masuk

sepenuhnya ke dalam keluarga orang tua angkat. Hal ini menunjukkan adanya

# Soed haryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, 2000, hIm.

4s.

®Re publik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hIm. 5.
% Sube kti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, hlm. 42.
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pluralisme hukum dalam pengaturan adopsi di Indonesia, sehingga

penerapannya perlu memperhatikan norma hukum yang berlaku dalam
masyarakat setempat.m

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak (tabanni) tidak
diperbolehkan dalam arti memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung.
Namun demikian, Islam memperbolehkan pengasuhan anak (kafalah) tanpa
mengubah status nasabnya. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama di
Indonesia, pengangkatan anak lebih diarahkan pada aspek pemeliharaan dan
perlindungan anak tanpa mengubah garis keturunan

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa
pengangkatan anak Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan
bersifat multidimensional, mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum
agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal
bagi anak, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak ang terlibat
dalam proses pengangkatan anak .® 8

Pembatalan pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan
hukum yang hanya pat dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini
disebabkan karena pengangkatan anak sendiri ditetapkan melalui penetapan
pengadilan, sehingga segala perubahan atau pembatalannya juga harus melalui

mekanisme hukum yang sama. Pembatalan ini biasanya terjadi apabila terdapat

cacat hukum dalam proses pengangkatan anak, seperti tidak terpenuhinya syarat

8 Hilman Hadikusu ma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, dan Hukum Agama, Bandung, 2007, hlm. 120.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 150.

# Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 30.
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administratif, adanya pemalsuan data, atau tidak terpenuhinya prinsip

kepentingan terbaik bagi anak.”

Pengangkatan anak di Indonesia secara yuridis diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam
ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan
untuk kepentingan terbaik bagi anak serta harus melalui prosedur hukum yang

sah, termasuk penetapan pengadilan sebagai bentuk legalitas formal '

Syarat pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi syarat bagi anak yang
akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat. Syarat bagi anak diatur
dalam Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, yaitu anak harus berusia di bawah 18
tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada lam pengasuhan
keluarga atau lembaga pengasuhan anak, serta emerlukan perlindungan
khusus. Selain itu, prioritas diberikan kepada anak yang berusia di bawah 6
tahun, sedangkan anak usia 6-18 tahun dapat diangkat dengan alasan tertentu 7

Adapun syarat bagi calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 PP No. 54
Tahun 2007, antara lain harus sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 30
tahun dan maksimal 55 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat,
berkelakuan baik, serta telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain itu,

calon orang tua angkat juga harus memiliki kemampuan ekonomi dan sosial,

mendapatkan persetujuan anak dan izin orang tua kandung atau wali, serta

% Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 15.
! Nur Muhammad Huri, Petunjuk Pengangkatan Anak Berdasarkan PP No. 54 Tahun
2007, Serui, 2025, him. 2.
Re publik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 5.
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12
membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan

terbaik bagi anak .

Selain persyaratan tersebut, terdapat pula syarat administratif tambahan,
seperti adanya laporan sosial dari pekerja sosial, telah mengasuh calon anak
angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, serta memperoleh izin
dari instansi sosial yang berwenang sebelum diajukan ke pengadilan. l ini
menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya bersifat privat, tetapi juga
melibatkan pengawasan negara guna melindungi kepentingan anak
Prosedur pengangkatan anak dimulai dengan pengajuan permohonan kepada
instansi sosial setempat, seperti Dinas Sosial, untuk diukan penelitian
kelayakan melalui asesmen sosial. Setelah itu, calon orang tua angkat harus
menjalani masa pengasuhan sementara (foster care) sebelum mendapatkan
rekomendasi dari instansi terkait. Tahapan ini penting untuk memastikan
kesiapan dan kemampuan calon orang tua angkat dalam mengasuh anak.”

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan
anak ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai
dengan agama para pihak. Penetapan pengadilan ini merupakan syarat mutlak
agar pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh

negara. Tanpa adanya penetapan pengadilan, pengangkatan anak tidak memiliki

kekuatan hukum tetap%

“Re publik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 6.
 Hukumonline, Svarat dan Prosedur Adopsi Anak di Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 3.

* Pemerintah Provinsi Lampung, Prosedur Pengangkatan Anak, Lampung, 2022, hlm.

% Re publik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Jakarta 2007 hlm.
4.
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Dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pengangkatan anak di
Indonesia bersifat ketat dan berlapis, melibatkan aspek administratif, sosial, dan
yuridis. Hal ini rtujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-
benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan
perlindungan hukum yang optimal terhadap status dan kesejahteraannya.g?

Pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip kesamaan agama
antara anak dan calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Ketentuan bertujuan untuk menjaga kesinambungan
pembinaan moral dan spiritual anak agar tidak terjadi konflik identitas di
kemudian hari. Namun dalam keadaan tertentu, pengangkatan anak oleh orang
tua yang berbeda agama dapat dilakukan sepanjang mendapat penetapan
pengadilan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.”

Prinsip kesamaan agama dalam pengangkatan anak pada dasarnya
merupakan ketentuan yang bersifat umum dan wajib dipenuhi dalam praktik
hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3)
ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa calon
orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.”

Pengadilan dapat memberikan penetapan pengangkatan anak meskipun

terdapat perbedaan agama antara anak dan calon orang tua angkat, sepanjang hal

tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi

7 Kompas, Svarat dan Tata Cara Adopsi Anak di Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 1.

98 M., Y ahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, 2016, him. 214.
Arif Gosita, Masalah arh'nd:mgan Anak, Jakarta, 2010, hlm. 98.
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta,
hlm. 12.
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anak (the best interest of the child). Prinsip ini merupakan asas fundamental
dalam hukum perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan yang
menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, perlindungan, dan masa
depan anak secara mf:nyf.:luruh.100

Oleh karena itu hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak
tidak hanya terpaku ada ketentuan normatif semata, ftetapi juga
mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta kondisi konkret anak yang
bersangkutan. Apabila terbukti bahwa pengangkatan anak oleh orang tua yang
berbeda agama lebih menjamin kehidupan yang layak, kasih sayang, dan
perlindungan yang optimal bagi anak, maka pengadilan dapat mengabulkan
permohonan tersebut melalui penetapan yang sah secara hukum'"".

Dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kesamaan agama dalam
pengangkatan anak tetap harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka
perlindungan hak anak. Artinya, meskipun ketentuan tersebut bersifat normatif
dan mengikat, dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan apabila terdapat
alasan yang kuat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini,
hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang kaku, tapi juga sebagai
instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata di
masyarakat.'"?

Fleksibilitas dalam penerapan ketentuan hukum tersebut juga

mencerminkan peran hakim sebagai penegak hukum yang memiliki

kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Hakim tidak

1% Thfa Aulia dkk., dalam Pengangkatan Anak, Pamulang, 2025, hlm. 45.

' Joni & M. Yanis Saputra,Kajian Hukum Terhadap Kepentinga Terbaik bagi anak,
Jakarta, 2025, hlm. 7.
102 ilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung 2015, hlm. 89.
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hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga sebagai pihak
6 ]
yang aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh

karena itu, dalam perkara pengangkatan anak, hakim dapat mempertimbangkan

berbagai aspek non-yuridis seperti kondisi emosional anak, hubungan kedekatan

dengan calon orang tua angkat, serta jaminan kesejahteraan di masa dé:pzln.103

Dengan pendekatan demikian, diharapkan setiap penetapan pengangkatan

anak yang dikeluarkan oleh pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan
substantif, bukan sekadar keadilan formal. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan yang optimal,

baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis.lm

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan
akibat hukum antara anak angkat ngan orang tua angkat. Dengan adanya
penetapan pengadilan, maka timbul hubungan hukum baru yang menempatkan
anak angkat sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat. Hubungan ini
meliputi hak dan kewajiban yang sama seperti hubungan orang tua dengan anak
kandung alarn hukum 1:u=.:rdata.105

Akibat hukum utama dari pengangkatan anak adalah perubahan status
keperdataan anak. Dalam perspektif hukum perdata, anak angkat memperoleh
kedudukan hukum sebagai anak dari orang tua angkatnya, sehingga ubungan
hukum dengan keluarga angkat menjadi kuat dan diakui secara sah oleh negara.

Perubahan status ini berdampak pada aspek identitas, pemeliharaan, dan

perlindungan hukum terhadap anak.'"®

103 g dikno Mertokusu mo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

% Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, 2012, hlm. 102.
1% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdarta, Jakarta, 1995, him. 45.
106 Abdur Kadir Mu hammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, 1993, hlm. 112.
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Dalam hal kewarisan pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum
yang penting. Dalam praktik ukurn perdata di Indonesia, anak angkat dapat
memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, meskipun dalam beberapa
sistem hukum lain seperti hukum Islam, hak tersebut tidak otomatis ada dan
harus melalui wasiat. Dean demikian, pengangkatan anak berimplikasi
langsung pada pembagian harta warisan dalam keluarga.lm

Pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan
dengan orang tua kandung. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan
anak tidak selalu memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, tetapi
lebih menekankan pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan kepada
orang tua angkat. ini bertujuan untuk tetap menjaga identitas dan asal-usul
anak.'™

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara
anak angkat dan orang tua angkat. Orang tua angkat berkewajiban memberikan
natkah, pendidikan, dan perlindungan, sedangkan anak angkat berkewajiban
menghormati dan menaati orang tua angkat. Hubungan ini diakui secara hukum
sepanjang  pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur
yang berlaku.'”

Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum juga
memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Sebaliknya, apabila

pengangkatan anak tidak dilakukan melalui prosedur yang sah, maka dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak waris, perwalian,

8-

Adawiyah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak, Medan, 2019, hlm. 18.
1% Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, 1993, hlm. 77.
1% Fransisca Cindy Claudia, Analisis Yuridis Akibar Hukum Anak Angka,Tanjungpura,
2020, hlm. 35.
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dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Oleh karena itu, penetapan
pengadilan menjadi syarat penting dalam pengangkatan anak .'"’
Selain akibat hukum dalam hubungan keluarga, pengangkatan anak juga

berdampak pada aspek administrasi kependudukan. Anak angkat
berhak ernperoleh identitas hukum yang baru, seperti pencatatan dalam akta
kelahiran atau penambahan keterangan mengenai orang tua angkat. Hal ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pengakuan negara terhadap
status anak dalam keluarga angkatnya.'''

Pengangkatan anak juga berpengaruh terhadap tanggung jawab hukum
orang tua angkat. Setelah adanya penetapan pengadilan, orang tua angkat
bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anak, baik secara materiil maupun
immateriil. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup,
pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan
atau diskriminasi.'"

Akibat hukum pengangkatan anak juga terlihat dalam hal perwalian.
Dengan adanya pengangkatan anak, maka orang tua angkat secara hukum
menjadi wali dari anak tersebut. Kedudukan ini memberikan kewenangan
kepada orang tua angkat untuk bertindak atas nama anak dalam berbagai
tindakan hukum, termasuk dalam pengelolaan harta kekayaan anak apabila
diperlukan.m

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak juga dapat

mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Anak angkat yang telah

" Diana Lubis, Analisis Yuridis Pengangkatan Ana, Medan, 2023, hlm. 120.

" 7zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 103.
"2 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga, Surabaya, 2008, hlm. 56.
13 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 89.
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sah secara hukum memiliki kedudukan yang jelas dalam hubungan hukum,
sehingga dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian,
menerima hibah, atau menjadi subjek dalam suatu perikatan melalui perwakilan
orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan
anak memberikan legitimasi hukum yang luas terhadap keberadaan anak dalam
sistem hukum.'"*

Namun demikian, akibat hukum tersebut dapat berubah apabila terjadi
pembatalan pengangkatan anak oleh pengadilan. Pembatalan tersebut dapat
menghapus atau mengurangi hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua
angkat, terutama dalam hal hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu,
pembatalan pengangkatan anak harus didasarkan pada alasan yang kuat dan
melalui prosedur hukum yang berlaku.'"

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak membawa berbagai akibat

hukum yang luas, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam

aspek hukum lainnya. Oleh sebab itu, setiap proses pengangkatan anak harus
dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak .''®
Pelaksanaan pengangkatan anak tidak hanya merupakan rbuatan hukum
semata, melainkan juga mengandung dimensi perlindungan hak asasi
anak yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, negara melalui
perangkat peraturan perundang-undangan berkewajiban memastikan bahwa

setiap proses pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan

14
115

hlm. 132.
1e Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Bandung, 2013, hlm. 91.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, 2002, hlm. 17.
Ahmad Kamil & M. Fauzan, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta, 2010,

42




terbaik bagi anak serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian

1
hari. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta peran aktif dari

lembaga terkait agar praktik pengangkatan anak berjalan suai dengan prinsip-
prinsip hukum yang berlaku.'"’

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan
pengangkatan anak, baik dari aspek administratif, sosial, maupun hukum. al
ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya harmonisasi regulasi serta
peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin kepastian dan
perlindungan hukum bagi anak yang diangkat.118

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak juga menimbulkan
akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dengan
orang tua angkatnya. Hubungan tersebut meliputi hak dan kewajiban dalam hal
pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak sebagaimana
layaknya anak kandung. Namun demikian, dalam istem hukum di Indonesia,
pengangkatan anak tidak serta merta memutus hubungan darah antara
anak dengan orang tua kandungnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
peruang-undangan yang berlaku.' 1

Penting untuk diperhatikan bahwa setiap proses pengangkatan anak harus
dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, yaitu melalui penetapan
pengadilan. Hal i bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta
mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik pengangkatan anak, seperti

perdagangan anak atau eksploitasi. Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai

" R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2014, him. 98.

8 ghe rjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2015, hlm. 112.

"9 1. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang -Undang ,
Bandung, 2005, hlm. 67.
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kelayakan calon orang tua angkat menjadi sangat krusial dalam memastikan
terpenuhinya prinsip perlindungan anak '

Dalam hal terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka akan timbul
konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara hati-hati dan bijaksana.
Pembatalan rsebut tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga
berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Oleh karena
itu, setiap keputusan pembatalan harus benar-benar mempertimbangkan
kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama."'

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengangkatan anak juga memiliki
implikasi terhadap aspek kewarisan, meskipun tidak selalu menempatkan
anak angkat sebagai ahli waris penuh seperti halnya anak kandung. Dalam
hukum perdata Barat (BW), anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan
waris secara otomatis dengan orang tua angkatnya, kecuali jika diatur melalui
wasiat. Sementara itu, dalam praktik hukum yang berkembang di masyarakat
serta dalam hukum Islam, anak angkat tetap tidak memutus hubungan nasab
dengan orang tua kandungnya, sehingga hak waris tetap berasal dari orang tua

21
biologisnya. Namun demikian, untuk menjamin kesejahteraan anak angkat,

hukum memberikan jalan melalui pemberian hibah atau wasiat wajibah.'**
Pengangkatan anak juga membawa konsekuensi terhadap status perwalian

anak. Orang tua angkat memiliki tanggung jawab hukum sebagai wali dalam hal
pengasuhan, pendidikan, dan pengambilan keputusan penting bagi anak. Dalam

hal ini, negara memberikan pengakuan terhadap kedudukan orang tua angkat

sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan anak selama

120
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, 2014, hlm. 154.
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 89.
122 Soerjono Sockanto, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.
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proses pengangkatan dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum
yang berlaku. Oleh karena itu, legalitas penetapan pengadilan menjadi dasar

utama dalam menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum tersebut.'”

Dalam perspektif perlindungan anak, negara melalui berbagai regulasi
menegaskan bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan

perlindungan terhadap hak-hak anak. Setiap bentuk pengangkatan
anak yang tidak melalui prosedur hukum yang sah dapat berpotensi
menimbulkan pelanggaran hak anak dan bahkan dapat dikenai sanksi hukum.

Oleh karena itu, pengawasan dari instansi terkait, seperti dinas sosial dan
lembaga perlindungan anak, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa

3
proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan

terbaik bagi anak.'>*

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan pengangkatan anak,

baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan

pihak lain, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di
pengadilan. Hakim dalam hal memiliki kewenangan untuk menilai seluruh
aspek ng berkaitan dengan kepentingan anak, termasuk kondisi sosial,
ekonomi, serta psikologis anak sebut. Dengan demikian, putusan

yang dihasilkan tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan

keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak '

B. Tinjuan Pembatalan Pengangkatan Anak
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Pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan suatu upaya hukum
yang dilakukan untuk menghapus atau membatalkan hubungan hukum antara
anak angkat dengan orang tua angkat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh

pengadilan. Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan ini tidak diatur secara
tegas dalam raturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan
hukum (legal vacum) terkait syarat dan prosedurnya. Oleh karena itu,
pembatalan pengangkatan anak pada praktiknya dilakukan melalui gugatan
ke pengadilan negeri.'*

Pembatalan pengangkatan anak umumnya terjadi karena adanya alasan
tertentu, seperti ketidakharmonisan antara anak angkat dan orang tua angkat,
atau karena kepentingan terbaik bagi anak yang tidak terpenuhi. Dalam
beberapa putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan prinsip “the best

interest of the child” sebagai dasar utama dalam mengabulkan pembatalan

adopsi. nsip ini menekankan bahwa segala keputusan harus mengutamakan
kesejahteraan dan perlindungan anak .'?’

Terdapat pula pendapat bahwa pembatalan pengangkatan anak dapat
dilakukan apabila anak angkat melakukan perbuatan melawan hukum
yang serius terhadap orang tua angkat, seperti tindak pidana yang disengaja.
Namun demikian, tidak semua kesalahan dapat dijadikan alasan pembatalan,

karena hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak, terutama jika

anak masih di bawah umur atau memiliki kondisi tertentu.'*®

126 Nurhalimah, Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2023, hlm. 150.

127 Said Rizal, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak, Medan, 2025, hlm. 45.

28 Siti Putri Hawa, Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkaran Anak, Malang,
2017, hlm. 78.
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Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah putusnya
hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berarti
hak dan kewajiban yang sebelumnya timbul dari hubungan tersebut menjadi
berakhir, termasuk dalam hal pemeliharaan, pewarisan, dan perwalian. Setelah
pembatalan, anak  biasanya  dikembalikan kepada  orang tua
kandung atau pihak yang berwenang sesuai dengan putusan pf:ngzu:lilzm.129

Pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan langkah hukum
yang bersifat luar biasa dan harus lakukan dengan sangat hati-hati melalui
putusan pengadilan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta
melindungi pentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama dalam proses
adopsi tersebut.'

Dalam praktik peradilan di Indonesia, permohonan pembatalan
pengangkatan anak harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan
yang berwenang. Pihak yang dapat mengajukan gugatan ini tidak hanya
orang tua angkat, tetapi juga pihak lain yang berkepentingan, seperti orang tua
kandung atau wali anak, sepanjang dapat dibuktikan adanya alasan hukum
yang kuat. Proses ini memerlukan pembuktian yang cukup agar hakim dapat
menilai apakah pembatalan tersebut benar-benar esuai dengan kepentingan
terbaik bagi anak."'

Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak juga

mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Hal ini penting karena

¥ Wida Sukma Karomah, Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan,

Yogyakarta, 2025, hlm. 135.

Y% Wida Sukma Karomah, Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan,
Yogyakarta, 2025, hlm. 137.

B Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2019,
hlm. 102.
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pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan hubungan hukum, tetapi juga
hubungan emosional antara anak dan orang tua angkat. Oleh karena itu,
pembatalan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa
memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan mental dan kesejahteraan
anak.'*

Dalam beberapa kasus, pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan
sengketa baru, terutama kajt dengan status hukum anak setelah pembatalan
tersebut. Misalnya, mengenai hak asuh (custody), kewajiban pemeliharaan, serta
hak waris anak. Oleh karena itu, pengadilan biasanya akan memberikan
penetapan lanjutan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap
anak setelah pembatalan dilakukan."

Dalam perspektif hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak juga
berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Meskipun tidak diatur
secara eksplisit dalam undang-undang, hakim tetap memiliki kewenangan
ntuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) guna mengisi kekosongan
hukum rsebut. Dengan demikian, putusan pembatalan pengangkatan
anak tetap memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipcﬂanggungjawabkan.”‘i

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan

bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan langkah hukum

yang kompleks dan harus dilakukan secara hati-hati. Peran hakim sangat

Y2 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 88.
133 M. Yah ya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2016, hlm. 215.
134 gudikno Mertokusu mo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.
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penting dalam menyeimbangkan antara kepentingan hukum, kepentingan para
pihak, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama."”

Dalam praktiknya, tidak semua permohonan pembatalan pengangkatan
anak dikabulkan oleh pengadilan. Hakim akan menilai secara cermat apakah

alasan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi
anak. Jika pembatalan justru berpotensi merugikan anak, baik secara

fisik maupun psikis, maka hakim dapat menolak permohonan tersebut demi
melindungi hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan.'*

Penting untuk diperhatikan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan

orang tua angkat pada dasarnya bersifat permanen. Oleh karena itu, pembatalan

pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan
tertentu yang bersifat luar biasa. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga

B
pengangkatan anak wuntuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan

perlindungan anak "’
Dari segi prosedural, pembatalan pengangkatan anak juga harus

47
didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara perdata, seperti

bukti tertulis, saksi, maupun keterangan ahli. Hakim akan menggunakan alat

bukti tersebut untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para
pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki

kekuatan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.'™®

5 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2019,

him. 105.
13 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 92.
137 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2019,
hlm. 110.
S, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2016, hlm. 220.
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Dalam hal pembatalan pengangkatan anak dikabulkan, pengadilan juga
dapat menetapkan langkah-langkah perlindungan lanjutan bagi anak. Hal ini
dapat berupa penetapan wali, penyerahan kembali kepada orang tua kandung,
atau penempatan anak pada lembaga perlindungan sosial. Langkah ini
penting untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan
pemenuhan hak-haknya setelah ubungan hukum dengan orang tua angkat
berakhir."’

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada aspek hukum
semata, tapi juga memiliki implikasi sosial dan kemanusiaan yang luas. leh
karena itu, diperlukan kehati-hatian serta pertimbangan yang matang dari semua
pihak yang terlibat, khususnya hakim, agar keputusan yang diambil benar-benar
memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak.'*

Dalam praktiknya, pembatalan pengangkatan anak harus senantiasa
berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of
the child). Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan
aspek yuridis formal, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, dan masa depan
anak yang bf.:r:o;ang]-(utan.”’1

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah hapusnya

hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta

kembalinya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini

9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2010, hlm. 134.

140 g1 dikno Mertokusu mo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.
¥ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 78.
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tentu harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap perkembangan anak di kemudian hari.'**

Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai
mekanisme pembatalan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-
undangan, guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan
yang optimal bagi anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan
kepentingannya.'*’

2

Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki kewajiban
untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum ang berkaitan dengan anak,
termasuk pembatalan pengangkatan anak, dila](sana](aengan mengedepankan
prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini
sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh
Indonesia, sehingga setiap kebijakan dan putusan pengadilan harus
mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak .'**

Peran lembaga sosial dan instansi pemerintah juga sangat penting dalam
proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga tersebut bertugas melakukan
pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kondisi anak sebel dan
sesudah pembatalan dilakukan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak,

2
diharapkan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan

. 145
kesejahteraan anak secara menyeluruh.

C. Tinjauan Umum Pembatalan Pengangkatan Anak

2 S0ed haryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat/BW, Jakarta, 2010, hlm. 112.

3 M. Yah ya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2017, hlm. 215.

14 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2004, hlm. 63.

145 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta, 2013, hlm. 121.
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Proses pembatalan pengangkatan anak juga harus memperhatikan
aspek administratif dan prosedural yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan. Setiap tahapan, ulaj dari pengajuan permohonan hingga
penetapan pengadilan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar
tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari .'*°

Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sembarangan,
melainkan harus melalui proses hukum yang ketat dan penuh pertimbangan. Hal
ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan anak serta memberikan
jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan
terbaik bagi anak '’

Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang
berakibat pada hapusnya status hukum pengangkatan anak yang sebelumnya
lah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya pembatalan tersebut, maka
segala akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan anak dianggap
tidak lagi berlaku, sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua
angkat menjadi berakhir'**,

Akibat utama dari pembatalan pengangkatan anak adalah kembalinya status
anak kepada keadaan semula, yaitu sebagai anak dari orang tua kandungnya.

Hal ini berarti hubungan keperdataan seperti hak pemeliharaan, pengasuhan, dan

tanggung jawab hukum kembali berada pada orang tua kandung. Dalam
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praktiknya, pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak
dalam menentukan akibat hukum tersebut.'*

Pembatalan pengangkatan anak juga berdampak pada hak dan kewajiban
antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk dalam hal natkah dan
tanggung jawab pemeliharaan. Setelah pembatalan, orang tua angkat tidak lagi
miliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh
?utusan pengadilan demi perlindungan anak.'*

Dalam aspek harta kekayaan, pembatalan pengangkatan anak berimplikasi
pada hapusnya hubungan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat.
Dengan demikian, anak angkat tidak lagi memiliki hak untuk mewarisi harta
orang tua angkat, begitu pula sebaliknya. Segala hubungan hukum terkait
warisan kembali mengikuti garis keturunan biolngis151

Namun demikian dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan
perlindungan khusus terhadap anak angkat, terutama apabila pembatalan
rsebut berpotensi merugikan kepentingan anak. Oleh karena itu, hakim dalam
memutus perkara pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan asas
perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama'>>

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan konsekuensi
psikologis bagi anak yang bersangkutan. Perubahan status hukum

yang mengakibatkan berakhirnya hubungan dengan orang tua angkat dapat

memengaruhi kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Oleh karena

19 Said Rizal, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2025, hlm. 67.

% Wida Sukma Karomah, Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan,
Yogyakarta, 2024, hlm. 52.

5! Ratna DE. Sirait, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya, Medan, 2023, hlm. 88

132 Fitri Hidayat, Kepastian Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak, Malang, 2022,
hlm. 74.
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itu, dalam setiap proses pembatalan, diperlukan perhatian khusus terhadap
aspek psikologis anak agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan.'”

Selain dampak psikologis, pembatalan pengangkatan anak juga dapat
berpengaruh terhadap status administratif anak, seperti perubahan identitas
dalam dokumen kependudukan. Nama orang tua dalam akta kelahiran,
kartu keluarga, dan dokumen lainnya harus disesuaikan kembali dengan
keadaan semula setelah adanya putusan pembatalan dari pengadilan. Hal ini
memerlukan prosedur administratif yang jelas agar tidak menimbulkan
permasalahan hukum di kemudian hari."*

alam konteks hukum positif di Indonesia, pembatalan pengangkatan

anak tidak pat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui putusan
pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan menilai alasan-alasan
yang diajukan, seperti adanya pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian dengan
peraturan perundang-undangan, atau adanya keadaan ng merugikan
kepentingan anak. Dengan demikian, pembatalan tersebut tetap berada dalam
koridor hukum yang berlaku ">

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan tanggung jawab
hukum tertentu apabila dalam proses pengangkatan sebelumnya terdapat unsur
kesalahan atau pelanggaran hukum. Misalnya, apabila ditemukan adanya
pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kewenangan, maka pihak-

pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum

153 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan Anak dan Adopsi di Indonesia, Jakarta, 2023,
him. 91.

4 gt Nurjanah, Administrasi Kependudukan dan Status Anak, Bandung, 2022, hlm.
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yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pengangkatan
anak itu sendiri.'™

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada

aspek keperdataan semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, administratif,
dan hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan harus dilakukan

secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh,
terutama demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai
pihak yang paling berkepentingan."’

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat memengaruhi hubungan sosial
anak dalam lingkungan masyarakat. Anak yang sebelumnya dikenal sebagai

bagian dari keluarga angkat harus menyesuaikan kembali dengan lingkunga
keluarga kandungnya. Proses penyesuaian ini tidak selalu mudah, terutama jika
anak telah lama tinggal bersama orang tua angkat, sehingga diperlukan
dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar agar anak dapat beradaptasi
dengan baik.'™

Pembatalan pengangkatan anak juga berimplikasi pada aspek pendidikan
anak. Perubahan status keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan,
terutama jika sebelumnya biaya pendidikan ditanggung oleh orang tua angkat.
Dalam kondisi tertentu, negara melalui lembaga terkait dapat memberikan

perlindungan agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa

hambatan.'>’

'3 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2019, hlm. 78.
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Pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan sengketa hukum baru,
baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan
pihak lain yang berkepentingan. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan

hak asuh, pemeliharaan, maupun tanggung jawab terhadap anak. Oleh karena

itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme hukum
yang berlaku dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak .'®"

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam
menilai dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim
tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan
kondisi faktual dan sosiologis yang dihadapi anak. Putusan yang diambil harus
mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya bagi
anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.161

Dengan demikian pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu proses
hukum yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya menyangkut
aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan
perlindungan anak secara menyeluruh. eh karena itu, diperlukan sinergi
antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa
setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi
anak.'®”

Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum

yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya menyangkut aspek hukum

perdata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan perlindungan

1 Soe rjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2019, hlm. 112.
181 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm.

145.
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anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga

peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap
keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak .'**
Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh

orang tua angkat, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku dan

34
mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum serta melindungi kepentingan anak agar tidak dirugikan akibat
keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak secara
me:nye:luruh.“c"'1

Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak harus
mempertimbangkan berbagai faktor, seperti alasan pembatalan, kondisi
psikologis anak, serta hubungan emosional yang telah terjalin antara anak dan
orang tua angkat. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang diambil
tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan

substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).'®®

Pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium) yang dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat dan

mendesak, serta telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai
aspek demi menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal '
Dalam konteks perlindungan hukum, negara melalui berbagai perangkat

peraturan  perundang-undangan memiliki kewajiban untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam hal terjadinya pembatalan

% Soe rjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2019, hlm. 45.

1% Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2018, hlm. 102.

165 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 76.

166 0, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2017, hlm. 210.
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pengangkatan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak merupakan
subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus, mengingat posisi dan
kondisinya yang rentan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan
dengan anak harus selalu mengedepankan prinsip perlindungan dan
kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.'”’

Peran lembaga sosial dan instansi terkait, seperti dinas sosial, juga sangat
penting dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga trsebut
berfungsi untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta memberikan
rekomendasi kepada pengadilan mengenai kondisi anak dan kelayakan
keputusan yang akan diambil. Dengan adanya keterlibatan lembaga sosial,
diharapkan keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan mempertimbangkan
kondisi riil yang dialami oleh anak.'®®

Aspek psikologis anak juga menjadi faktor krusial yang tidak dapat
diabaikan dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Perubahan status
luarga dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan bagi anak,
seperti rasa kehilangan, ketidakpastian, dan trauma. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan yang humanis serta dukungan psikologis yang memadai guna
memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian
yang optimal selama proses tersebut berlangsung '’

Dapat dipahami bahwa pembatalan pengangkatan anak bukan sekadar
persoalan hukum formal, melainkan juga menyangkut dimensi kemanusiaan

yang luas. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat harus memiliki komitmen

%7 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,

Jakarta, 2016, him. 89.
168 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, 2012, hlm. 134.
189 sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta, 2011, hlm. 58.
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yang kuat untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan

utama dalam setiap pengambilan keputusan.

59




BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh
Orang Tua Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia
Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak
angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua
kandung, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang

tua angkat berdasarkan penetapan I:uf:ngadilan.rm

Pasal 39 ayat ( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan
bahwa pengangkatan anak hanya dapat ilakukan untuk kepentingan terbaik
bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam
setiap proses pengangkatan anak di Indonesia."”"

eraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak mengatur secara rinci mengenai syarat, tata cara, serta
prosedur pengangkatan anak. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa pengangkatan
anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak
memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.'”

Pembatalan pengangkatan anak tetap dimungkinkan melalui mekanisme
gugatan ke pengadilan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penetapan
pengadilan dapat dimohonkan pembatalannya apabila terdapat cacat hukum atau

alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pengadilan memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan

1o Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, hlm. 45.

m Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2014, hlm. 112.
201 Yah ya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2016, hlm. 215.

60




anak meskipun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-
undangan.'"

Adapun alasan-alasan yang sering dijadikan dasar dalam pembatalan
pengangkatan anak antara lain adalah ketidakharmonisan hubungan antara anak
dengan orang tua angkat, tidak terpenuhinya kewajiban orang tua angkat, serta
tidak tercapainya tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik
bagi anak. Dalam beberapa kasus, pembatalan juga terjadi karena adanya
penipuan atau ketidaksesuaian prosedur dalam proses pengangkatan anak.'”

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat berdampak pada status hukum
anak, yaitkembali kepada keadaan semula sebelum adanya pengangkatan
anak. Hal ini berarti hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkat
menjadi putus, dan anak kembali berada dalam tanggung jawab.”j

Dalam praktik peradilan di donesia, pembatalan pengangkatan anak tidak
hanya dilihat dari aspek formal hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan
aspek sosiologis dan psikologis anak. Hakim dalam memutus perkara
pembatalan pengangkatan anak wajib memperhatikan kondisi mental,
perkembangan emosional, serta lingkungan sosial anak setelah pengangkatan

1

dilakukan. Hal ini penting karena pembatalan pengangkatan anak berpotensi

menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak.'™

173 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, Jakar{E) him. 24.

e Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, hlm. 3.

' Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh
Orang Tua Angkat, Medan, 2025, hlm. 82.

Y8 Rita Latassaqia, Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat, Salatiga, 2024, hlm.
58.
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21
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) tetap

menjadi dasar utama dalam setiap putusan pembatalan. Artinya, meskipun orang
tua angkat mengajukan pembatalan, hakim tidak serta-merta mengabulkan
permohonan tersebut apabila dinilai bertentang dengan kepentingan anak.
Dalam kondisi tertentu, pengadilan justru dapat menolak pembatalan apabila
anak telah mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama orang tua
angkatnya.'”’

Pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan erat dengan aspek

administrasi kependudukan. Anak yang telah diangkat biasanya telah
mengalami perubahan dalam dokumen pendudukan1 seperti akta kelahiran
dan kartu keluarga. Oleh karena itu, apabila terjadi pembatalan, maka
diperlukan penyesuaian kembali terhadap dokumen tersebut sesuai dengan
putusan pengadilan.'”

Dalam perspektif hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak juga
berdampak pada hubungan kewarisan. Anak angkat yang sebelumnya memiliki
hubungan keperdataan dengan orang tua angkat dapat kehilangan hak warisnya
setelah pembatalan dilakukan. Namun demikian, dalam beberapa sistem hukum
adat dan praktik tertentu, kedudukan anak angkat dalam hal waris tetap dapat
dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.'”

Pembatalan pengangkatan anak harus dilakukan secara hati-hati dan tidak

boleh semata-mata didasarkan pada keinginan orang tua angkat. Negara melalui

"7 Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh
Pengadilan , Bandung, 2025, hlm. 138.
7 Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak, Medan,
2025, hlm. 87.
'" Tajgia Qalbu Rahayu, Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak, Bandung,
2023, hlm. 215.
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pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang

diambil tidak merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena
itu, pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan prinsip

perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.'

80
Dalam praktiknya, lembaga sosial dan instansi terkait seperti Dinas Sosial
juga memiliki peran dalam proses pengangkatan maupun pembatalan
pengangkatan anak. Lembaga tersebut dapat memberikan rekomendasi atau
pertimbangan kepada pengadilan mengenai kondisi anak serta kelayakan orang
tua angkat. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif
kepada hakim sebelum mengambil ](f:putusan.181
Apabila pembatalan pengangkatan anak dikabulkan oleh pengadilan, maka
diperlukan adanya penetapan lanjutan mengenai pengasuhan anak. Dalam hal
ini, pengadilan dapat menentukan apakah anak dikembalikan kepada orang tua
kandung, ditempatkan pada keluarga lain, atau diserahkan kepada negara
melalui lembaga pengasuhan anak. Keputusan ini sepenuhnya didasarkan pada
kepentingan terbaik bagi anak.'"
Dalam perkembangan hukum di Indonesia, kebutuhan akan regulasi khusus
mengenai pembatalan pengangkatan anak makin mendesak. Hal ini

dikarenakan meningkatnya kasus-kasus pengangkatan anak yang berakhir

dengan sengketa hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas, maka akan terus

¥ Rita Latassaqia, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Adopsi |
Salatiga, 2024, hlm. 60.

81 K ementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, Jakarta, 2019, hlm. 25.

182 Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh
Pengadilan, Bandung, 2025, hlm. 140.
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terjadi perbedaan penafsiran di antara hakim dalam memutus perkara yang
serupa, sehinggarpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum "™

Penting untuk perhatikan bahwa dalam proses pembatalan pengangkatan
anak, tidak semua permohonan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Hakim akan
melukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta yang diajukan di
persidangan, termasuk mendengarkan keterangan para pihak, saksi, serta
mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Hal ini ilakukan untuk
memastikan bahwa eputusan yang diambil benar-benar adil dan tidak
merugikan anak sebagai subjek hukum yang harus clilindungi.184

Dalam beberapa putusan pengadilan, pembatalan pengangkatan anak dapat
ditolak apabila terbukti bahwa alasan yang diajukan oleh orang tua angkat tidak
cukup kuat atau hanya didasarkan pada kepentingan pribadi semata. Dalam hal
ini, pengadilan menegaskan bahwa pengangkatan anak bukanlah hubungan
hukum yang dapat diputuskan secara sepihak tanpa pertimbangan yang matang,
melainkan merupakan tanggung jawab hukum dan moral yang harus dijalankan
secara konsisten "

Pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan dengan prinsip tanggung
jawab orang tua angkat terhadap anak. Meskipun pengangkatan anak dapat

dibatalkan melalui putusan pengadilan, namun tanggung jawab moral terhadap

kesejahteraan anak tetap melekat, terutama apabila pembatalan tersebut

' Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak,

Medan, 2025, him. 90.
18 K artika Nur Fajriah, Disparitas Putusan Pembatalan Adopsi, Medan, 2024, hlm. 92.
1% Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh
Pengadilan, Jurnal Preferensi Hukum, Bandung, 2025, hlm. 142.
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disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan orang tua angkat dalam
menjalankan kewajibannya.'*

alam perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa
anak angkat masih berada dalam posisi yang rentan terhadap kemungkinan
terjadinya perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, perlukan mekanisme
pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta lembaga terkait untuk
memastikan bahwa setiap proses pengangkatan maupun pembatalannya tidak
merugikan anak "%’

Selain aspek-aspek yang telah diuraikan sebelumnya, pembatalan
pengangkatan anak juga perlu dikaji dari sudut pandang asas-asas hukum
perdata yang berlaku di Indonesia. Salah satu asas penting yang relevan adalah
asas kepastian hukum (rechtssicherheit), yang menghendaki agar setiap
hubungan hukum memiliki kejelasan status dan perlindungan yang pasti. Dalam
konteks ini, ketiadaan pengaturan khusus mengenai pembatalan pengangkatan
anak justru menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anak maupun bagi
orang tua ang](at.188

Asas keadilan (gerechtigkeit) juga menjadi landasan penting dalam
menentukan apakah suatu pengangkatan anak layak untuk dibatalkan atau tidak.
Hakim dalam hal ini dituntut mk menyeimbangkan antara kepentingan orang
tua angkat dengan kepentingan anak, yang secara prinsip harus lebih

diutamakan. Dengan demikian, pembatalan tidak dapat dilakukan hanya karena

1% Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengang katan Anak,
Medan, 2025, him. 93.

87 K ementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, Jakarta, 2019, hlm. 30.

"% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Y ogyakarta, 2010,
hlm. 112.
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alasan subjektif dari orang tua angkat, melainkan harus didasarkan pada
pertimbangan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.'*’

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, anak merupakan subjek

hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan
lingkungan yang layak untuk tumbuh dan rkembang. Oleh karena itu,
pembatalan pengangkatan anak yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat
berpotensi melanggar hak-hak anak tersebut. Dalam hal ini, negara
berkewajiban untuk hadir melalui mekanisme hukum guna mencegah terjadinya
pelanggaran terhadap hak anak """

Jika dilihat dari sudut pandang hukum keluarga, pengangkatan anak pada
dasarnya menciptakan hubungan yang menyerupai hubungan antara orang tua
dan anak kandu. Oleh karena itu, pembatalan hubungan rsebut tidak dapat
dilakukan secara sederhana, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat
dan penuh pertimbangan. Hal ini berbeda dengan hubungan hukum perdata
lainnya yang relatif lebih mudah untuk Cliputus;kan.m1

Perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, pembatalan pengangkatan
anak juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Orang tua angkat yang pada
awalnya merasa mampu untuk mengasuh anak, dalam perjalanan waktu dapat

mengalami perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan mereka tidak lagi

mampu memenuhi kebutuhan anak. Namun demikian, alasan ekonomi semata

19 Satjipto Rahardjo, [lmu Hukum, Bandung, 2014, him. 87.
180 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, 2013, hlm. 45.
¥l goe rjono Sockanto, Hukum Keluarga, Jakarta, 2012, hlm. 98.
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tidak selalu dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membatalkan pengangkatan
anak, terutama apabila hal tersebut justru akan merugikan anak.'”

Faktor ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua angkat juga
sering menjadi alasan dalam permohonan pembatalan. Dalrn kondisi seperti ini,
hakim harus menilai apakah kctida](harmonis tersebut masih dapat diperbaiki
atau sudah tidak emungkinkan untuk dipertahankan. Apabila masih terdapat
kemungkinan untuk memperbaiki hubungan tersebut, maka pembatalan
seharusnya tidak menjadi pilihan utama.'"”

Terdapat pula kasus di mana pembatalan pengangkatan anak terjadi karena
adanya pelanggaran prosedur dalam proses pengangkatan u sendiri, seperti
tidak adanya persetujuan dari pihak tertentu atau adanya pemalsuan dokumen.
Dalam kondisi demikian, pembatalan menjadi langkah yang tepat untuk
mengembalikan keadaan kepada kondisi semula serta menegakkan hukum yang
berlaku."”

Dalam konteks perbandingan hukum, beberapa negara telah memiliki
pengaturan yang lebih jelas mengenai pembatalan pengangkatan anak. Misalnya,
di beberapa negara Eropa, pembatalan hanya dapat dilakukan dalam kondisi

tertentu yang sangat terbatas, seperti adanya kekerasan terhadap anak atau

pelanggaran serius terhadap kewajiban orang tua angkat. Hal ini menunjukkan

2 Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak,

Medan, 2025, hlm. 95.

¥ Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, Pembatalan Pengangkaran Anak,
Bandung, 2025, hlm. 145.

194 Tajqgia Qalbu Rahayu, Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak , Bandung,
2023, hlm. 220.
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4
bahwa pembatalan pengangkatan anak bukanlah hal yang mudah dilakukan,

melainkan harus melalui standar yang ketat.'”

Pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan erat dengan keabsahan
penetapan pengadilan sebagai produk hukum yang bersifat deklaratif sekaligus
konstitutif. Penetapan pengangkatan anak yang telah emperoleh kekuatan
hukum tetap pada prinsipnya mengandung asas finalitas (final and binding),
sehingga tidak dapat dengan mudah dibatalkan tanpa adanya alasan hukum yang

"
kuat. Oleh karena itu, setiap upaya pembatalan harus melalui mekanisme

peradilan yang sah serta didasarkan pada bukti-bukti yang dapat membuktikan

adanya cacat hukum dalam penetapan tersebut.'”®

Dalam perspektif sosiologis, pembatalan pengangkatan anak juga dapat
menimbulkan dampak ikologis yang signifikan terhadap anak. Anak yang
telah lama hidup larn lingkungan keluarga angkat akan mengalami tekanan
emosional apabila hubungan tersebut diputus secara tiba-tiba. Hal ini dapat
mempengaruhi perkembangan mental dan sosial anak di masa depan. Oleh sebab
itu, hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak tidak hanya
mempertimbangkan aspek yuridis semata, api juga harus memperhatikan
aspek psikologis dan sosiologis anak sebagai bagian dari kepentingan terbaik
bagi anak (the best interest of the child)."’
Pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak sering kali menjadi

dasar utama dalam menolak permohonan pembatalan pengangkatan anak,

terutama apabila pembatalan tersebut justru akan memperburuk kondisi anak.

195
196

Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World, London, 1999, hlm. 156.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2016, hlm. 203.

" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,
Semarang, 2010, hlm. 56.
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Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen

hukum nasional maupun internasional yang menempatkan anak sebagai subjek
yang harus dilindungi secara optimal.m

Pembatalan pengangkatan anak juga berimplikasi terhadap status hukum
anak, terutama terkait dengan hak waris, perwalian, serta identitas hukum anak.
Apabila pengangkatan anak dibatalkan, maka perlu ada kejelasan mengenai
kedudukan hukum anak tersebut, apakah kembali kepada orang tua kandung
atau ditempatkan dalam pengasuhan negara. Ketidakjelasan status ini berpotensi
menimbulkan permasalahan hukum baru yang justru merugikan anak.'”

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, diperlukan adanya harmonisasi
antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan
Pemerintah tentang Pengangkatan Anak, serta ketentuan dalam hukum perdata.

Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan

norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik 200

Peran lembaga sosial dan instansi pemerintah juga sangat diperlukan dalam

proses pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan yang
efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pengangkatan anak serta
meminimalisir kemungkinan terjadinya pembatalan di kemudian hari. Dengan

demikian, pembatalan pengangkatan anak seharusnya menjadi langkah terakhir

198 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, hlm.

%% R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta . 2005, hlm. 45.

2% Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 132.
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(ultimum remedium) yang hanya ditempuh apabila tidak terdapat solusi lain
yang lebih baik bagi kepentingan anak **'

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada aspek
administratif semata, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang luas
terhadap status keperdataan anak. Pembatalan tersebut berimplikasi pada
terputusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkat, termasuk
hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan, serta warisan. leh
karena itu, setiap keputusan pembatalan harus mempertimbangkan secara
mendalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child)
sebagai dasar utama dalam perlindungan hukum anak 202

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pembatalan
pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, hakim sering kali

1
menggunakan diskresi dengan merujuk pada asas-asas umum hukum keluarga

dan perlindungan anak untuk memutus perkara pembatalan tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem hukum masih membutuhkan pengaturan yang lebih

komprehensif agar tidak terjadi disparitas putusan di "pf.:ngadilan.30'3
Pembatalan pengangkatan anak juga dapat terjadi akibat faktor sosial dan
psikologis, seperti ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua

angkat atau ketidakmampuan orang tua angkat dalam memenuhi kebutuhan

anak. Dalam kondisi demikian, pembatalan memang dimungkinkan, namun

% Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Bandung, 2013, hlm. 78.

202 K artika Nur Fajriah, dkk., Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan
Pengangkatan Anak, Medan, 2023, hlm. 45.

2% Said Rizal & Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak,
Medan, 2025, hlm. 78.
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harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan bukan semata-
mata kepentingan orang tua angkat.”

Apat ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak harus dilakukan
melalui proses peradilan dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pengadilan

memiliki peran penting dalam menilai apakah pembatalan tersebut benar-benar
memenuhi syarat serta tidak merugikan anak. Hal ini sejalan dengan tujuan
utama pengangkatan anak, yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan
anak secara optimal .*"

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap
anak angkat harus tetap erikan meskipun terjadi pembatalan pengangkatan.
Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga sosial berkewajiban
memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak-haknya, baik dalam hal
pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan hidupa. Oleh karena itu,
pembatalan pengangkatan anak harus diposisikan sebagai upaya terakhir yang
benar-benar memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan
anak secara menyeluruh.mﬁ
B. Problematika Hukum Yang Timbul Akibat Pembatalan Pengangkatan

Anak Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata
Indonesia

Pembatalan pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata Indonesia

menimbulkan berbagai problematika hukum yang kompleks, terutama karena

204 Tajqgia Qalbu Rahayu, dkk., Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak,
Bandung:, 2023, hlm. 112.

205 M. Yah ya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 233.

206 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 98.
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pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan
hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hubungan

tersebut mencakup hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan,
serta perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, ketika terjadi
pembatalan, maka secara otomatis akan menimbulkan persoalan hukum yang

tidak sederhana, baik terkait status hukum anak maupun akibat hukum
7

- 20
lainnya.

Salah satu problematika utama adalah adanya kekosongan norma kum
yang secara khusus mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia, erti Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007, hanya mengatur prosedur pengangkatan anak, namun
tidak memberikan pengaturan yang jelas ngenaj mekanisme pembatalannya.
Kondisi ini menimbulkan ketidak pastian hukum, sehingga hakim dalam praktik
peradilan harus melakukan penafsiran sendiri dalam memutus perkara
pé:mbatalan.308

Pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum berupa
putusnya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hal
ini mencakup hilangnya hak dan kewajiban seperti hak pemeliharaan, hak waris,
serta tanggung jawab nafkah. alam beberapa putusan pengadilan, pembatalan

pengangkatan anak bahkan mengakibatkan anak dikembalikan kepada orang tua

kandungnya, sehingga terjadi perubahan status hukum anak secara s;ignifikr;m.m‘;F

27 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, him. 42.

2% Wida Sukma Karomah dan Prihati Yuniarlin, Pembatalan Pengangkaran Anak oleh
Pengadilan, Bandung, 2025, hlm. 133.

2% Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak,
Medan, 2025, hlm. 91.
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Problematika lain yang muncul adalah ketidakjelasan status hukum anak
setelah pembatalan. Dalam hukum perdata, status anak sangat menentukan hak-
hak keperdataannya, termasuk hak identitas, hak waris, dan hak perlindungan.
Apabila pembatalan dilakukan tanpa pengaturan yang jelas mengenai kelanjutan
pengasuhan anak, maka hal ini berpotensi merugikan anak dan menimbulkan
ketidakpastian hukum >

Pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan dampak sosial dan
psikologis terhadap anak. Anak yang telah lama hidup dalam lingkungan
keluarga angkat akan mengalami tekanan emosional ketika hubungan tersebut
diputus. eh karena itu, pembatalan tidak hanya harus dipertimbangkan dari
aspek hukum, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi

211
anak.

Dalam praktik kum di Indonesia, pembatalan pengangkatan anak juga
berimplikasi pada aspek administrasi kependudukan. Status anak yang semula
tercatat sebagai anak angkat dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran dan
kartu keluarga harus mengalami perubahan. Proses perubahan data tersebut
tidak hanya memerlukan putusan pengadilan, tetapi juga berpotensi
menimbulkan persoalan birokrasi apabila tidak didukung oleh regulasi yang
jelas dan terintegrasi. Hal ini semakin memperumit posisi anak sebagai subjek
hukum yang seharusnya memperoleh kepastian identitas hukum.*'"?

Terdapat persoalan mengenai tanggung jawab hukum setelah pembatalan.

Dalam beberapa kasus, orang tua angkat yang mengajukan pembatalan

1% Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di

Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 125.
U ag awiyah Nasution, Akibat Hukum Pengangkatan Anak, Medan, 2019, hlm. 20.
2201 Yah ya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2016, hlm. 215.
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cenderung melepaskan tanggung jawabnya secara sepihak tanpa
mempertimbangkan keberlangsungan hidup anak. Padahal, dalam prinsip hukum
perlindungan anak, setiap tindakan yang menyangkut anak harus
mengedepankan asas the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi
anak). engan demikian, meskipun hubungan keperdataan secara formal dapat
diputus, tanggung jawab moral dan bahkan tanggung jawab hukum tertentu
seharusnya tetap melekat pada orang tua angkat.”"

Problematika lainnya adalah terkait kemungkinan penyalahgunaan lembaga
pengangkatan anak. Dalam praktik, tidak menutup kemungkinan bahwa
pengangkatan anak dilkan dengan motif tertentu, seperti kepentingan
ekonomi atau eksploitasi. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, orang tua angkat
kemudian mengajukan pembatalan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah
dalam sistem hukum yang belum mampu memberikan perlindungan maksimal
terhadap anak dari potensi perlakuan :c,cf:we:nang-wenang.214

Peran lembaga peradilan menjadi sangat krusial dalam menilai dan memutus
perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim dituntut untuk tidak hanya
berpegang pada norma hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan aspek
sosiologis dan psikologis anak. Pendekatan progresif dalam penafsiran hukum

menjadi penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan

kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif bagi anak >"’

Diperlukan adanya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan

2 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2004, hlm. 88.
24 Bagir Manan, Hukum Perdata dalam Sistem Nasional, Bandung, 2008, hlm. 134.
25 g dikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2009, hlm. 67.
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Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut,
akan terus terjadi tumpang tindih norma yang berpotensi menimbulkan konflik
hukum dalam pra](tiknya216

Pembatalan pengangkatan anak juga menimbulkan persoalan mengenai

jaminan hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang rnor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban
pembatalan pengangkatan berpotensi kehilangan hak atas pengasuhan yang
layak, pendidikan yang berkelanjutan, serta rasa aman larn lingkungan
keluarga. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa
setiap keputusan pembatalan tidak mengabaikan hak-hak fundamental anak
sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.ll?

Terdapat pula persoalan mengenai kedudukan hukum orang tua kandung
setelah terjadinya pembatalan pengangkatan anak. Dalam beberapa kasus, orang
tua kandung tidak siap atau tidak mampu menerima kembali anak yang
sebelumnya telah diangkat oleh orang tua angkat. Kondisi ini dapat
menimbulkan kekosongan pengasuhan (parental vacuum) yang berpotensi
membahayakan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme
hukum yang jelas terkait penentuan pengasuhan lanjutan, termasuk
kemungkinan penempatan anak dalam lembaga pengasuhan atau pengangkatan
kembali oleh pihak lain*'®

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan sengketa hukum

baru, baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan

26 50e rjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2014, hlm. 52.

A7 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 101.

218 Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, 2009, hlm. 76.
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pihak ketiga. Sengketa tersebut dapat berkaitan dengan hak asuh anak, tanggung
jawab pembiayaan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak hanya mengakhiri suatu hubungan
hukum, tetapi juga berpotensi melahirkan konflik hukum lanjutan yang
kompleks.219

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan aspek
pembuktian dalam perkara pembatalan pengangkatan anak di pengadilan.
Mengingat belum adanya aturan yang tegas mengenai alasan-alasan yang dapat
dijadikan dasar pembatalan, maka hakim harus menggali fakta-fakta hukum
secara mendalam melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam
praktiknya, hal ini seringkali menimbulkan kesulitan, terutama apabila alasan
pembatalan berkaitan dengan faktor non-yuridis seperti ketidakharmonisan

keluarga atau kondisi psikologis anak >’

Dari perspektif hukum progresif, pembatalan pengangkatan anak seharusnya
tidak hanya dipandang sebagai persoalan legal-formal semata, tetapi juga harus
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif. Hakim dalam hal ini dituntut
untuk berani melakukan terobosan hukum (judicial activism) guna melindungi
kepentingan terbaik anak, meskipun harus melampaui keterbatasan norma yang
ada. Pendekatan ini penting mengingat anak merupakan pihak yang paling
rentan dalam setiap proses pembatalan pf:ngangkatan.221

Selain berbagai persoalan yang telah diuraikan, pembatalan pengangkatan

anak juga menimbulkan implikasi terhadap aspek hak waris. Dalam hukum

219 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 198.

**" Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeri pkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktik, Bandung, 2009, hlm. 145.

2 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta ,
2009, hlm. 59.
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4
perdata, anak angkat pada prinsipnya dapat memperoleh kedudukan tertentu

dalam pewarisan, tergantung pada sistem hukum yang digunakan (baik hukum
perdata barat, hukum adat, maupun hukum Islam). Namun, ketika terjadi
pembatalan pengangkatan, maka timbul pertanyaan mengenai apakah hak waris
yang sebelumnya melekat pada anak angkat tersebut juga turut hapus atau tetap
diakui. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa waris di kemudian

e le e
hari.”™

Pembatalan pengangkatan anak juga berkan erat dengan prinsip kepastian
hukum (legal certainty). Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum harus
memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Akan tetapi, dengan tidak
adanya pengaturan yang tegas mengenai pembatalan pengangkatan anak, maka
kepastian hukum menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal ini dapat menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya dalam perkara-
perkara yang menyangkut kepentingan anak .***

Dari sudut pandang sosiologis, pembatalan pengangkatan anak dapat
memengaruhi struktur sosial dalam keluarga dan masyarakat. Anak yang
mengalami pembatalan pengangkatan seringkali menghadapi stigma sosial, baik
dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Kondisi ini dapat
berdampak pada perkembangan psikologis anak, termasuk rasa rendah diri,
kehilangan identitas, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa
dé:pan.234

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan lemahnya pengawasan terhadap

pelaksanaan pengangkatan anak. Setelah proses pengangkatan anak disahkan

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung, 2004, hlm. 89.
2 Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, 2006, hIm. 27.
24 Soerjono Sockanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, 2012, hlm. 112.
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oleh pengadilan, pengawasan terhadap kehidupan anak dalam keluarga angkat
seringkali tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan
dalam keluarga angkat, tidak ada mekanisme deteksi dini yang dapat mencegah
terjadinya pembatalan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari lembaga
sosial dan instansi terkait untuk melakukan monitoring secara berkala®® .

Dalam konteks pembaruan hukum nasional, perlu dipertimbangkan untuk
merumuskan ketentuan khusus mengenai pembatalan pengangkatan anak dalam
suatu raturan perundang-undangan yang komprehensif. Ketentuan tersebut
setidaknya harus mengatur mengenai alasan-alasan yang sah untuk melakukan
pembatalan, prosedur yang harus ditempuh, serta akibat hukum yang
ditimbulkan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka diharapkan dapat
tercipta keseragaman dalam praktik peradilan serta perlindungan hukum yang
lebih optimal bagi anak .**°

Perlu ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan
fenomena hukum yang dak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga
mencerminkan dinamika sosial dalam asyarakat. Perkembangan kebutuhan
masyarakat serta perubahan pola hubungan keluarga turut memengaruhi praktik
pengangkatan dan pembatalannya. Oleh karena itu, hukum harus mampu
beradaptasi degan perkembangan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
dasar perlindungan anak >’

Penting untuk menekankan bahwa dalam setiap perkara pembatalan

pengangkatan anak, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan. Tidak cukup

25 Aif Gosita, Perlindungan Anak dan Permasalahannya, Jakarta, 2004, hlm. 134.

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan, Jakarta, 2011, hlm. 56.
271 awrence M. Friedman, Sisterm Hukum: Perspektif [Imu Sosial, Bandung, 2011, hlm.

226

45.
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hanya menggunakan pendekatan yuridis, tetapi juga harus melibatkan perspektif
psikologi, sosiologi, dan kesejahteraan sosial. Degan demikian, keputusan
yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara sosial dan
manusiawi.”*

Diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya
hakim, dalam menangani perkara yang berkaitan dengan anak. Hakim harus
memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak anak serta prinsip the
best interest of the child agar putusan yang dihasilkan benar-benar
mencerminkan keadilan bagi anak. Pelatihan khusus dan pedoman teknis yang
jelas enjadi sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut**’

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai
konsekuensi hukum dari pengangkatan anak. Banyak kasus pembatalan terjadi
karena kurangnya pemahaman orang tua angkat terhadap tanggung jawab ng
melekat dalam pengangkatan anak. Oleh karena itu, sosialisasi hukum serta
pembinaan kepada calon orang tua angkat harus dilakukan secara berkelanjutan
oleh pemerintah dan lembaga terkait. =0

Sebagai implikasi dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan
bahwa pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium) yang hanya dapat dilakukan alam kondisi-kondisi tertentu

yang benar-benar mendesak dan telah melalui pertimbangan yang matang. Hal

ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis anak serta menjamin

28 Satjipto Rahardjo, [lmu Hukum, Bandung, 2012, hlm. 78.
28 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Y ogyakarta, 2007, hIm. 102.
2, Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta, 2004, hlm. 59.
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keberlangsungan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai subjek hukum
yang harus diutamakan. ™'

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, keberadaan pengaturan
mengenai pengangkatan anak sejatinya telah memberikan dasar normatif yang
cukup kuat. Namun demikian, pengaturan terkait pembatalannya masih
memerlukan penguatan, baik melalui pembaruan raturan perundang-undangan
maupun melalui penafsiran hukum oleh hakim yang lebih progresif dan
responsif terhadap perkembangan masyarakat. >

Diperlukan adanya harmonisasi antara berbagai regulasi yang mengatur
tentang anak, seperti hukum perdata, hukum perlindungan anak, serta peraturan
pelaksana lainnya. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut, akan erpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan kepentingan anak
sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.*”

Penting pula untuk mendorong peran aktif lembaga sosial dan instansi
pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan
anak. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada tahap awal pengangkatan,
tetapi juga secara berkelanjutan setelah penetapan pengadilan, guna memastikan
bahwa anak benar-benar memperoleh lingkungan keluarga yang layak dan
penuh kasih sayang . ***

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi
rhadap peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan

dengan pengangkatan anak, agar secara eksplisit mengatur mengenai

21 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 112,

82 g, dikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Y ogyakarta, 2009,
hlm. 89.

23 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, 2010, hIm. 67.

2% Avif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2004, hlm. 134.
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mekanisme, syarat, serta akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak.
Pengaturan yang lebih rinci ini an memberikan kepastian hukum sekaligus
menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara
serupa >

Alam praktik peradilan, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada
ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan
psikologis anak. Pendekatan yang bersifat multidisipliner ini sangat diperlukan
mengingat perkara pembatalan pengangkatan anak tidak hanya menyangkut
hubungan hukum, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan perkembangan
mental anak. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best
interests of the child) harus selalu menjadi dasar utama dalam setiap putusan
pengadilan.ﬂﬁ

Peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam mendukung keberhasilan
sistem pengangkatan anak. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan
agar proses pengangkatan anak dilakukan secara prosedural dan bertanggung
jawab. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak yang
didasarkan pada motif-motif yang tidak sesuai dengan tujuan perlindungan
anak, yang pada akhirnya dapat berujung pada pembatalan di kemudian hari 27

Perlu adanya sinergi antara lembaga peradilan, dinas sosial, serta lembaga
perlindungan anak dalam melakukan evaluasi terhadap keluarga angkat secara

berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak berada dalam

lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya secara

“* R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, him. 45.

26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 2006, hlm. 213.

27 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,
Jakarta, 2008, hlm. 98.
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optimal. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, potensi terjadinya
konflik yang dapat menyebabkan pembatalan pengangkatan anak dapat
diminimalisir sejak dini.**

Dinamika pembatalan pengangkatan anak juga menunjukkan adanya
kebutuhan untuk memperkuat asas-asas fundamental dalam hukum keluarga di
Indonesia. Salah satu asas yang sangat relevan adalah asas kepastian hukum
yang harus berjalan seiring dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Dalam

B
konteks ini, pembatalan pengangkatan anak tidak boleh dilakukan secara

sewenang-wenang, melainkan harus elalui prosedur hukum yang ketat dan
transparan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh
pihak-pihak tertentu. >’

Asas perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang lemah (the vulnerable
party) juga harus menjadi perhatian utama. Anak sebagai subjek hukum yang
belum cakap secara penuh memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak-
haknya sendiri. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya
berkewajiban untuk hadir dan memberikan perlindungan maksimal, termasuk
dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anak >*

Tidak jarang ditemukan bahwa pembatalan pengangkatan anak justru
menimbulkan dampak yang lebih kompleks, seperti ketidakjelasan status hukum
anak, persoalan hak waris, hingga masalah identitas diri. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pembatalan pengangkatan anak bukan hanya berdampak

pada hubungan antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga berimplikasi luas

28 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UUD 1945, Y ogyakarta,
2009, hlm. 156.

3% §dikno Mertokusu mo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, 2007, hIm. 132.

280 A yif Gosita, Perlindungan Anak dan Hak-Haknya, Jakarta, 2009, hlm. 58.
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terhadap berbagai aspek kehidupan anak di masa depan. Oleh sebab itu,
diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan solusi yang
komprehensif terhadap akibat-akibat tersebut.**!

Perlu dipertimbangkan pula pentingnya pembentukan regulasi khusus yang
secara lebih rinci mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Regulasi
ini diharapkan tidak hanya mengatur prosedur formal, tetapi juga mencakup
standar penilaian yang jelas terkait alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk

4
melakukan pembatalan. Dengan demikian, setiap permohonan pembatalan dapat
dinilai secara objektif dan proporsional oleh pf:ngadilan.342

Dalam rangka menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap anak,
diperlukan penguatan peran lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus
perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim tidak hanya berperan sebagai
penegak hukum yang berpegang pada norma tertulis, tetapi juga sebagai penjaga
kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Oleh karena itu,
dalam setiap putusan terkait pembatalan pengangkatan anak, hakim harus
mempertimbangkan secara komprehensif aspek psikologis, sosial, dan masa
depan anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat
legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif.**

Penting pula untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap

pelaksanaan pengangkatan anak sejak tahap awal. Pengawasan yang ketat dari

instansi terkait, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, dapat

! 1. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang Undang ,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 101.

22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, 2007,
hlm. 76.
3 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana,

Semarang, 2008, hlm. 45.
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meminimalisir potensi terjadinya pembatalan di kemudian hari. Hal ini karena
banyak kasus pembatalan pengangkatan anak berakar pada kurangnya kesiapan
orang tua angkat, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Dengan
adanya seleksi dan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan pengangkatan
anak benar-benar dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak, bukan
semata-mata untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu .***

Perlu juga dikembangkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian
sengketa terkait pembatalan pengangkatan anak. Pendekatan ini menekankan
pada upaya pemulihan hubungan n perlindungan terhadap kondisi anak,
bandingkan dengan sekadar penyelesaian secara formal melalui putusan
pengadilan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang
lebih humanis dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga stabilitas emosional
dan psikologis anak yang terdampak.**

Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi pengangkatan
dan pembatalannya juga harus ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum
memahami bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang
memiliki akibat hukum yang luas dan bersifat jangka panjang. Kurangnya
pemahaman ini sering kali njadi salah satu faktor penyebab terjadinya
pembatalan. Oleh karena itu, melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang
memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengambil
keputusan terkait pengangkatan anak **°

Urgensi harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengangkatan anak juga menjadi hal yang tidak dapat

4 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 89.
245 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, 2002, hlm. 112.
246 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, 2010, hlm. 67.
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diabaikan. Saat ini, pengaturan mengenai pengangkatan anak tersebar dalam
berbagai instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan

pemerintah, hingga ketentuan administratif dari instansi terkait. Kondisi ini

berpotensi menimbulkan disharmoni norma yang pada akhirnya berdampak pada
ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal pembatalan pengangkatan anak.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyelaraskan berbagai

regulasi tersebut agar tercipta sistem hukum yang terpadu dan konsisten.”"’

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Akibat Pembatalan

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Berdasarkan Prinsip

Perlindungan Anak Di Indonesia
Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan

hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkat, yang

1
mencakup hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan

perlindungan anak. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan bagi anak. Namun, dalam praktiknya, tidak tertutup
kemungkinan terjadi pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang

justru dapat merugikan posisi anak sebagai pihak yang paling rentan dalam
hubungan tersebut™**

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam ketentuan tersebut

ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan

247 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, ‘myakarla, 2004, hlm. 73.
M ra, Yulia Mirwati, dan Shafira Hijriya, Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Padang, 2023, hlm. 45.
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pengadilan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak anak.
Oleh karena itu, setiap tindakan ng berkaitan dengan pengangkatan maupun
pembatalannya harus melalui mekanisme hukum yang sah >

Karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci
mengatur mekanisme pembatalan rsebut dalam peraturan perundang-
undangan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang dapat
berdampak pada ketidakpastian status hukum anak angkat. Dalam praktiknya,
pembatalan biasanya dilakukan melalui putusan pengadilan dengan
mempertimbangkan alasan tertentu, seperti ketidakharmonisan hubungan
luarga atau faktor kepentingan anak "

Setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menghendaki agar
segala tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan,
keamanan, dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis.
ngan demikian, pembatalan pengangkatan anak tidak boleh semata-mata
didasarkan pada kepentingan orang tua angkat, melainkan harus
mempertimbangkan dampaknya terhadap anak '

Pembatalan pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar
anak sebagai subjek hukum. Anak tetap berhak atas identitas, pendidikan,

pengasuhan, serta perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa setelah pembatalan, anak tetap

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, Jakarta, 2014, hlm. 12,

% Said Rizal dan Risky Lubis, Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh
Orang Tua Angkat, Medan, 2025, hlm. 78.

1 Wahyudi dkk., Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Angkat Berdasarkan
Hukum Positif di Indonesia, Bandung, 2024, hlm. 62.
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5
mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak, baik melalui keluarga

kandung maupun lembaga sosial .

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak juga mencakup putusnya
hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat, termasuk dalam hal
hak waris dan tanggung jawab pemeliharaan. Oleh rena itu, diperlukan
pengaturan yang lebih komprehensif agar pembatalan pengangkatan anak tidak
menimbulkan kerugian bagi anak, serta tetap menjamin keberlangsungan
perlindungan terhadap hak-haknya.””

Perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan
anak harus berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta
penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pembatalan pengangkatan
anak seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) ng hanya
dilakukan dalam kondisi tertentu dan melalui pertimbangan yang matang demi
menjaga kesejahteraan anak B4

Pengangkatan anak merupakan suatu bentuk perikatan yang melahirkan
hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yang bersifat tetap.
Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara
sepihak, melainkan harus melalui proses hukum yang sah dan berdasarkan
putusan pengadil. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hubungan hukum

serta memberikan kepastian hukum bagi anak angkat sebagai subjek hukum

yang dilind ungi.255

2 Ibid.. hlm. 65.

23 Adawiyah Nasution, Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut UU Perlindungan
Anak, Medan, 2019, hlm. 20.

% Said Rizal dan Risky Lubis, hlm. 82.

**R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, 2005, hlm. 28.
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1
Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat

penting dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim tidak
hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga
mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Dengan demikian,
putusan yang diambil diharapkan mampu mencerminkan keadilan substantif
serta menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak >
Pembatalan pengangkatan anak juga harus dilihat dari perspektif hak asasi
manusia, khususnya hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan. Anak

memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang

(6

aman dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan
hukum yang berdampak pada status anak harus memperhatikan prinsip non-
diskriminasi serta menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara
optimal .’

Pemerintah melalui lembaga terkait seperti dinas sosial memiliki
kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan
anak, termasuk dalam hal terjadinya pembatalan. Pengawasan i bertujuan
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengangkatan anak serta

memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan

terbaik bagi anak .
Negara juga berkewajiban menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi anak

yang menjadi korban pembatalan pengangkatan. Rehabilitasi ini dapat berupa

pendampingan psikologis, pemenuhan kebutuhan pendidikan, serta penempatan

56 gudikno Mertokusu mo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.

57 M. Nasir Djamil, An@uk.{m untuk Dihukum, Jakarta, 2013, hlm. 34.

¥ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, 2007, hlm. 18.
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kembali anak dalam lingkungan keluarga yang layak. Hal ini penting untuk
meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat pembatalan tersebut.*”

Perlu adanya pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai
pembatalan pengangkatan anak agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Pengaturan tersebut harus mencakup alasan yang dapat dijadikan dasar
pembatalan, prosedur yang harus ditempubh, serta perlindungan terhadap hak-hak
anak setelah pembatalan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya praktik yang

- 260
merugikan anak

Perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pembatalan pengangkatan

anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua angkat, tetapi juga
merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi
antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak

2
tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, meskipun

mengalami pembatalan peng angkatan.z{‘51

Keberadaan anak angkat harus dipandang sebagai bagian integral dari
institusi keluarga yang memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dilindungi.

2
Oleh karena itu, ketika terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka yang harus

menjadi fokus utama adalah keberlanjutan status dan perlindungan anak
tersebut, bukan sekadar pemutusan hubungan hukum antara para pihak. Hal ini

B9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2004, hlm. 56.

260 Satjipto Rahardjo, [lmu Hueu, Bandung, 2012, hlm. 77.

1 Soe rjono Soekanto, Fakitor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2014, him. 8.
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penting untuk mencegah anak mengalami ketidakpastian status yang dapat

berdampak pada aspek sosial maupun psikologisnya. 202

Pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan trauma emosional yang
cukup serius bagi anak, terutama jika anak telah lama hidup dan beradaptasi
dengan lingkungan keluarga angkatnya. Anak dapat mengalami perasaan
kehilangan, penolakan, hingga gangguan perkembangan emosional. Oleh karena
itu, setiap proses pembatalan harus mempertimbangkan dampak psikologis

tersebut dan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja

. )
sosial. >

Dalam praktik hukum di Indonesia, sering ditemukan bahwa alasan

pembatalan pengangkatan anak lebih didominasi oleh kepentingan orang tua
angkat, seperti faktor ekonomi, konflik keluarga, atau ketidaksesuaian harapan
terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak

1
belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses

pengambilan keputusan hukum >

87
Ukum Islam yang juga menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia,
pengangkatan anak (tabanni) pada dasarnya tidak memutus hubungan nasab

4
antara anak dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, meskipun terjadi

pembatalan pengangkatan anak, hubungan anak dengan orang tua kandung tetap

262
263

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, 2007, hlm. 112.
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Jakarta, 2006, hlm. 89.

24 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, 1999, hlm. 54.
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diakui secara hukum. Hal ini memberikan jaminan bahwa anak tidak kehilangan
identitas asal-usulnya.*®

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan terhadap anak angkat juga
berkaitan dengan hak atas identitas, termasuk nama, kewarganegaraan, dan
hubungan keluarga. Pembatalan pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan
hak ersebut, karena identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap
anak sejak lahir. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap anak
tetap memiliki identitas hukum yang jelas setelah pembatalan terjadi *®

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak angkat,

diperlukan peran aktif lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat.
Lembaga peradilan harus mampu menghasilkan putusan yang berorientasi pada
keadilan dan kepentingan anak, sementara pemerintah harus menyediakan
regulasi dan kebijakan yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki
tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak 207

Dapat ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan
persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya
melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan moral. Oleh

karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini harus

bersifat holistik dan berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh.**®
Dalam konteks perlindungan hukum yang berkelanjutan, negara perlu

memastikan adanya mekanisme tindak lanjut pasca pembatalan pengangkatan

anak. Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa anak tidak berada dalam

%65 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 2013, hIm. 178.

266 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Y ogyakarta, 2004, hlm. 67.
267 Bagir Manan, Hukum Kewargane garaan Indonesia, Yogyakarta, 2009, hIm. 45.
268 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, 2010, hlm. 93.
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kondisi terlantar atau tanpa pengasuhan yang layak. Dalam hal ini, negara
melalui lembaga sosial memiliki tanggung jawab untuk menentukan bentuk
pengasuhan terbaik bagi anak, baik melalui pengembalian kepada orang tua
kandung, penempatan dalam keluarga pengganti, maupun melalui lembaga
pengasuhan anak yang memenuhi standar perlindungan anak >%

Penting untuk menegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak
serta-merta menghapus tanggung jawab moral dan, dalam kondisi tertentu,
tanggung jawab hukum dari orang tua angkat terhadap anak. Dalam praktiknya,
terdapat pandangan bahwa orang tua angkat tetap memiliki kewajiban tertentu,
terutama apabila pembatalan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan
dari pihak orang tua angkat. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang
lebih tegas mengenai tanggung jawab pasca pembatalan guna mencegah
terjadinya pengabaian terhadap anak >’

Peran lembaga perlindungan anak, baik yang bersifat pemerintah maupun
non-pemerintah, menjadi sangat strategis dalam mengawal proses pembatalan

pengangkatan anak. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai

pengawas,api juga sebagai pendamping bagi anak dalam menghadapi proses
hukum yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Dengan adanya
pendampingan tersebut, diharapkan hak-hak anak tetap terlindungi dan suara
anak dapat didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan.zﬂ

Perlu dikembangkan sistem data dan administrasi yang terintegrasi terkait

pengangkatan dan pembatalan pengangkatan anak. Sistem ini bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap perubahan status hukum anak tercatat secara akurat

9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2004, hlm. 76.
20y, Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak, Bandung, 2005, hIm. 115.
7 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 102.
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2
dan dapat diakses oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, risiko

terjadinya kehilangan identitas hukum atau tumpang tindih status dapat
dihindari. Sistem administrasi yang baik juga akan mendukung terciptanya
kepastian hukum serta perlindungan yang lebih optimal bagi anak >

Endekatan berbasis hak anak (child rights-based approach) harus menjadi

2
landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan

2
pengangkatan anak. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai pemegang hak

yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh negara dan
semua pihak kait. Dengan demikian, setiap tindakan, termasuk pembatalan
pengangkatan anak, harus selalu diuji berdasarkan sejauh mana tindakan
tersebut memenuhi atau justru melanggar hak-hak anak *"

Dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat
pembatalan pengangkatan anak arus dilakukan secara menyeluruh,
berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan anak. Hukum tidak boleh

hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana
untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Oleh
karena itu, sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang adil, serta
kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi kunci utama dalam mewujudkan
perlindungan anak yang efektif di Indonesia.”™

Penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak

angkat tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga harus diwujudkan

dalam praktik implementasi yang nyata. Hal ini mencakup bagaimana aparat

2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, 2007,

hlm. 88.

3 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, 1999, hlm. 63.

a4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, 2006, hlm. 154.
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penegak hukum, lembaga sosial, serta instansi pemerintah menjalankan
perannya secara efektif dalam memastikan bahwa setiap anak yang terdampak
pembatalan pengangkatan tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Tanpa

implementasi yang optimal, norma hukum yang ada hanya akan bersifat simbolis
dan tidak memberikan manfaat nyata bagi anak®”.

Dalam konteks penegakan hukum, diperlukan adanya standar operasional

prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani perkara pembatalan pengangkatan

2
anak. SOP ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses, mulai

dari pengajuan permohonan hingga putusan pengadilan, dilakukan dengan

memperhatikan kepentingan anak. Dengan adanya standar yang jelas, potensi

terjadinya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus serupa dapat

diminimalisir, sehingga tercipta konsistensi dalam penegakan hukum.”™

Perlu juga dipertimbangkan penguatan peran mediasi dalam menyelesaikan
sengketa terkait pembatalan pengangkatan anak. Mediasi dapat menjadi
alternatif penyelesaian yang lebih mengedcpank pendekatan kekeluargaan
dan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mediasi, para pihak dapat mencari
solusi yang tidak hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga menjaga
stabilitas emosional anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian

sengketa yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak >’

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, anak angkat tetap

memiliki hak-hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa

5 Soe rjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
2008, hlm. 42.

7% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Y ogyakarta, 2010, hlm.
156.

" Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat,
Jakarta, 2011, hlm. 88.
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pun, termasuk ketika terjadi pembatalan pengangkatan. Hak-hak tersebut
meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan,
serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena
itu, negara wajib menjamin bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut >’
Penting untuk mengintegrasikan pendekatan lintas sektor dalam menangani

dampak pembatalan pengangkatan anak. Permasalahan yang timbul tidak hanya

bersifat hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, psikologis, dan
administratif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak,

seperti lembaga peradilan, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, serta tenaga

profesional lainnya. Pendekatan yang terintegrasi ini diharapkan mampu

memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi anak 2

Seluruh upaya perlindungan hukum terhadap anak angkat harus diarahkan
pada penciptaan sistem yang mampu menjamin kesejahteraan anak secara
menyeluruh. Pembatalan pengangkatan anak tidak boleh dipandang sebagai

akhir dari tanggung jawab hukum dan sosial terhadap anak, melainkan sebagai
1
titik awal untuk memastikan bahwa anak tetap berada dalam lingkungan yang
2
aman, stabil, dan mendukung perkembangan dirinya. Dengan demikian, hukum

2
benar-benar berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan memajukan

kepentingan terbaik bagi anak .*"

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak angkat
akibat pembatalan pengangkatan, diperlukan adanya pembaruan kebijakan

hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Perubahan sosial yang

78 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, 2010, hlm. 134,
278 Arif Gosita, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 91.
280 Satjipto Rahardjo, Pene gakan Hukum Progresif, Jakarta, 2009, hlm. 203.
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dinamis menuntut hukum untuk tidak bersifat statis, melainkan mampu
merespons berbagai permasalahan yang muncul, termasuk meningkatnya kasus
pembatalan pengangkatan anak. Ole karena itu, pembentuk ndang-undang
perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada guna memastikan bahwa
ketentuan hukum yang berlaku tetap relevan dan efektif dalam melindungi
anak.”™!

Penting untuk menegaskan adanya prinsip akuntabilitas dalam setiap proses
pembatalan pengangkatan anak. Setiap pihak yang terlibat, baik orang tua
angkat, aparat penegak hukum, maupun lembaga terkait, harus dapat
mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Prinsip bertujuan
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan

bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan

terbaik bagi anak.*™

Perlu juga dikembangkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh
masyarakat, khususnya bagi anak atau pihak yang mewakilinya. Mekanisme ini
penting untuk memberikan ruang bagi anak dalam menyampaikan keluhan atau
keberatan terhadap perlakuan yang tidak adil, termasuk dalam proses
pembatalan pengangkatan anak. Dengan adanya sistem pengaduan yang efektif,
diharapkan setiap pelanggaran terhadap hak anak dapat segera ditindaklanjuti
oleh pihak yang berwenang.zgs

Dalam rangka menjamin keberlanjutan perlindungan terhadap anak,

diperlukan adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kondisi anak pasca

1 Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York: W.W LCompany,
1984, hlm. 27.

282 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, 2005,
hlm. 112.

283 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku , Jakarta, 2009, hlm. 145,
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pembatalan pengangkatan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa
anak tetap berada dalam kondisi yang aman dan mendapatkan pemenuhan hak-

haknya secara optimal. Evaluasi secara berkala juga penting untuk menilai

efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta sebagai dasar untuk meakukan
perbaikan di masa yang akan datang.384

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta tenaga
profesional yang terlibat dalam penanganan kasus anak perlu terus ditingkatkan.
Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak akan sangat
memengaruhi kualitas penanganan perkara, termasuk dalam kasus pembatalan
pengangkatan anak. Dengan kompetensi yang memadai, diharapkan para pihak
yang terlibat dapat mengambil keputusan yang tepat dan berpihak pada
kepentingan anak 2%

Dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat
pembatalan pengangkatan anak memerlukan pendekatan yang sistematis,
terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh elemen dalamstern hukum, mulai dari
regulasi, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, harus bekerja sama dalam
mewujudkan perlindungan yang optimal bagi anak. Dengan demikian, tujuan
utama hukum, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dapat

tercapai secara seimbang, khususnya dalam konteks perlindungan anak di

. 286
Indonesia.

% Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2015, hlm. 118.
85 Arif Gosita, Perl indungan Anak dalam Perspektif Hukum, Jakarta, 2008E24m. 134.

26 50e rjono Sockanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 2012, hlm. 56.
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BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak telah diatur secara

jelas melalui aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
Namun demikian, tidak terdapat pengaturan yang secara spesifik dan
komprehensif mengenai mekanisme rnbatalan pengangkatan anak. Hal

ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) dan berakibat pada

ketidakpastian hukum dalam praktiknya.
23

. Pembatalan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang

kompleks Pembatalan pengangkatan anak berdampak pada putusnya

hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk
hak dan kewajiban, hak asuh, serta kemungkinan hak waris. Kondisi ini
dapat menimbulkan ketidakstabilan status hukum anak, terutama jika tidak

diatur secara jelas dalam putusan pengadilan.
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B. Saran

1.

Berdasarkan hasil penelitiatn dan pembahasan mengenai problematika
hukum pembatalan pengangkatan anak h orang tua angkat dalam
perspektif perlindungan anak dan hukum perdata Indonesia, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:Perlu pembentukan regulasi yang lebih
komprehensif dan spesifik Pemerintah diharapkan dapat menyusun dan
menetapkan aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
mengenai pembatalan pengangkatan anak. Pengaturan tersebut harus
mencakup syarat-syarat pembatalan, prosedur yang harus ditempuh,
lembaga yang berwenang, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini
penting untuk menghindari kekosongan hukum serta emberikan
kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat.Pembatalan
pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh orang tua
angkat.

2. Penegasan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of
the child)Dalam setiap proses hukum yang berkaitan dengan
pembatalan pengangkatan anak, seluruh aparat penegak hukum,
khususnya hakim, harus menjadikan nsip kepentingan terbaik bagi
anak sebagai dasar wutama dalam pengambilan keputusan.
Pertimbangan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan

anak harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan orang tua

angkat.
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